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A. Latar Belakang Masalah 
 Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, didalamnya mengandung 
hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan 
bermasyarakat. Karenanya, dalam pembangunan hukum Nasional, hukum Islam 
merupakan unsur yang betul-betul perlu diperhatikan.  Zarkowi Soejoeti, dalam salah 
satu tulisannya menyatakan bahwa kalau mengacu kepada UU No. 1 Tahun 1974, 
maka agama dapat dijadikan solusi dalam pembangunan hukum Nasional. Karena itu, 
hukum Islam sebagai salah satu sistem ajaran Islam yang dianut sebagian besar rakyat 




 Sejarah perkembangan dan keberadaan Indonesia, baik sebagai komunitas 
maupun sebagai negara, hukum sebagai tatanan yang tumbuh dalam masyarakat, turut 
mendampingi proses historis bangsa Indonesia. Setelah melewati berbagai proses 
pertumbuhan, hukum Islam menjadi faktor penting dalam menentukan setiap 
pertimbangan politik untuk mengambil kebijaksanaan penyelenggaraan negara. 
Mengenai sejarah berlakunya hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari dua 
periode, yaitu: (a) Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya; (b) Periode 
penerimaan hukum Islam oleh hukum adat.  Periode penerimaan hukum Islam 
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sepenuhnya, disebut dengan teori receptio in complexu. Sedangkan periode 
penerimaan hukum Islam oleh hukum adat disebut dengan teori receptie.
2
. 
 Hukum Pidana Islam berasal dari peraturan Allah swt.,yang terdapat dalam al-
Qur’an dan as-Sunnah. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh 
jinayah. Fiqih  jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau 
perbuatan kriminal.
3
 Yang menguraikan hukum pidana Islam yang mengatur tata cara 
menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan-
tindakan yang tidak diperkenankan menurut hukum. Sebagai UU yang berkaitan 
dengan hukum pidana, dimana fiqih jinayah membahas asas-asas dan materi hukum 
pidana Islam. Dalam asas-asas hukum pidana Islam dibicarakan tentang pengertian 
tindakan pidana  (jarimah) atau macam-macam jarimah, unsur-unsur jarimah yang 
meliputi aturan pidana, perbuatan pidana dan pelaku pidana.  
 Kedudukan hukum pidana Islam sangat mendukung eksistensi Islam ditengah 
kemajemukan masyarakat dalam pergaulan dunia internasional. Terlebih lagi jika 
hukum pidana Islam mampu diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di  
negara yang penduduknya mayoritas muslim atau sekurang-kurangnya materi hukum 
ini menjadi bagian dari pidana Nasional Indonesia sebagai bentuk kajian hukum 
pidana yang komprehensif  bahkan membandingkan  hukum pidana Nasional, yakni 
hukum pidana yang berlaku di Indonesia. 
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 Tujuan pemidanaan adalah menimbulkan efek jerah kepada pelaku jarimah 
sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak menirunya. Lalu, 
mengapa hukum pidana Nasional memiliki kelemahan yang signifikan dalam 
menimbulkan efek jerah? Misalnya ada penjahat kambuhan, koruptor dihotelkan, 
tersangka tersenyum melambaikan tangan dan sebagainya, yang mengindikasikan 
bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan bukan sesuatu yang menakutkan bagi para 
pelaku. Lalu bagaimana jika hukum pidana Islam diberlakukan di Indonesia?.
4
 
 Yang membedakan hukum pidana dan bidang hukum lain adalah sanksi yang 
berupa pidana diancamkan kepada pelanggar normanya, sanksi dan hukum pidana 
adalah sanksi negatif. Oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan 
sanksi yang negatif. Disamping itu mengingat sifat dari pidana itu baru diterapkan 
apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, dikatakan pula bahwa hukum 
pidana mempunyai fungsi yang subsider.  
 Dari uraian tersebut, terkandung dua pengertian yang sangat mendasar tentang 
sifat hukum pidana, yaitu sanksi yang berupa pidana terhadap pelanggaran normanya, 
fungsinya yang subsider. Jadi, jelas yang utama bukan penerapan pidana, melainkan 
sarana-sarana lain yang lebih persuasif kearah perwujudan tujuan kehidupan 
masyarakat sejahtara. Prof. Soedarto mengutip suatu konstatasi tentang keunikan dan 
keekstreman dari pernyataan Leo Polak dalam bukunya,  De zin der vergelinding 
(makna dari pembalasan) yang berisi, “ Hukum pidana adalah bagian dari hukum 
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yang paling parah sebab ia tidak mengetahui mengapa ia disebut hukum dan 
membuktikan bahwa ia termaksud hukum.  
 Memang kelihatannya sangat ekstrim tetapi kita harus menyatakan hal itu dan  
menunjukkan bahwa ia tidak mengenal secara baik dasarnya baik tujuan dan 
ukurannya. Problema dasar dari hukum pidana adalah makna, tujuan serta ukuran 
penderitaan pidana yang patut diterima, (oleh seorang yang dianggap melanggar 
norma pidana), tetap merupakan problema yang tidak terpecahkan. Sebuah sistem 
hadir dengan berbagai fungsi yang seyogianya dapat direalisasikan oleh mereka yang 
bertanggungjawab untuk itu. Lawrence M. Freadmen (2001), mengemukakan empat 
fungsi sistem hukum, sebagai berikut : 
1. Bahwa sistem hukum merupakan sistem kontrol sosial dari pemerintah. 
2. Sebuah sistem hukum berfungsi sebagai salah satu cara atau mekanisme 
penyelesaian perkara.  
3. Sebuah sistem hukum berfungsi untuk merekayasa kehidupan sosial. 
4. Fungsi sebuah sistem hukum adalah sebagai sarana pemeliharaan sosial.5 
 Sebagaimana tujuan hukum pada umumnya adalah untuk menegakkan 
keadilan berdasarkan kemauan Pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan 
ketentraman masyarakat. Namun, bila tujuan hukum Islam itu dilihat dari ketetapan 
hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad saw., baik yang termuat didalam  
al-Qur’an maupun yang terdapat dalam hadist, yaitu untuk kebahagiaan hidup 
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manusia, dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup 
manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat.
6
 
Dimana salah satu yang dapat menghambat tujuan hukum itu berjalan dengan 
baik, yakni adanya penyertaan atau turut serta dalam perbuatan pidana. Sebagaimana 
diketahui bahwasanya kata penyertaan (deelneming) ditemukan beberapa istilah, 
antara lain; turut campur dalam perestiwa pidana (Tresna), turut berbuat delik 
(Karni), turut serta (Utrecth) dan deelneming (Belanda) complicity (Inggris), dan 
participation (Prancis). Menurut Sianturi (1986: 336) mengemukakan bahwa 
penyertaan merupakan terdapat dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana 
atau mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.
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 Dimana telah dimuat dalam KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana 
dalam  BAB V Pasal  55 dan 56 bahwa: 
1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana; 
(1). Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta 
melakukan perbuatan; 
(2).Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan 
kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan,atau 
dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan 
orang lain supaya melakukan perbuatan. 
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang 
diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 
Pasal 56 dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan; 
1e. barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu: 
2e. barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau 




 Dalam hukum Islam sendiri, turut serta berbuat jarimah berada dalam empat 
kemungkinan, yakni : 
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1. Pelaku melakukan jarimah bersama orang lain (mengambil bagian dalam 
melaksanakan jarimah). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama; 
2. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan yang orang lain untuk melakukan 
jarimah; 
3. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan jarimah dengan berbagai cara, 
tanpa turut serta melakukannya; 
4. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jarimah.9 
 Sebagaimana contoh yang dimaksud mengenai turut serta dalalm penyerangan 
dan perkelahian antar pelajar. Misalnya A, B, C dan D melakukan penyerangan 
terhadap R dan P dimana D hanya ikut saja, tanpa berbuat sesuatu. Dalam hal ini, D 
dapat dipersalahkan karena melanggar pasal 358 KUHP. Berdasarkan hal-hal diatas, 
dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pasal 358 KUHP adalah : 
1. Si peserta dengan sengaja ikut dalam penyerangan/perkelahian. 
2. Penyerangan/perkelahian, dilakukan lebih dari 2 (dua) orang 
3. Mengakibatkan luka parah atau meninggal. 
 Seperti halnya kasus tawuran yang pernah terjadi di Jakarta pada tahun 1992, 
antar pelajar, yang menewaskan 10 pelajar.
10
 Menurut riwayat Daruquthini seperti 
dikutip Asy-Syaukani, bahwa apabila seorang laki-laki memegangi (korban), 
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sedangkan laki-laki lain membunuhnya, maka dibunuh bagi orang yang 
membunuhnya dan dikurung bagi orang yang memeganginya.
11
 
 Dengan demikian ajaran penyertaan ini mempersoalkan peranan atau 
hubungan tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana, sumbangan apa yang 
diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/ 
diselesaikan (vooltooid), serta pertanggungjawabannya atas sumbangan/bantuan itu. 
Karena ajaran penyertaan berpokok kepada penentuan pertanggungjawaban dari dan 
pada setiap peserta atas perbuatan masing-masing dalam melaksanakan tindak pidana 
(pertanggungjawaban atas sumbangan yang diberikan oleh tiap-tiap peserta dalam 
pelaksanaan tindak pidana tersebut. 
 Berdasarkan data dan fakta diatas bahwa kedua hukum tersebut baik itu dari 
segi hukum pidana Islam atau KUHP penerapan hukumnya yang berbeda, maka dari 
itu penulis mengangkat judul  “Turut serta melakukan perbuatan pidana menurut 
KUHP dan Hukum Pidana Islam”.  
B. Rumusan Masalah 
 Setelah menguraikan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka dapat 
dirumuskan pokok permasalahan dari skripsi ini yang akan menjadi objek 
pembahasan, adapun pokok permasalahan yang dimaksud adalah bagaimana turut 
serta melakukan perbuatan pidana menurut KUHP (hukum Nasional) dan Hukum 
pidana Islam? 
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Dari pokok masalah maka dijabarkan ke dalam sub-sub  masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana konsepsi turut serta melakukan perbuatan pidana menurut KUHP 
(Hukum Nasional)? 
2. Bagaimana konsepsi turut serta melakukan perbuatan pidana menurut Hukum 
Islam? 
3. Bagaimana analisis perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 
hukum Islam mengenai turut serta melakukan perbuatan pidana? 
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Pengertian judul 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengidentifikasikan dan memahami 
pengertian terhadap judul “Turut serta melakukan perbuatan pidana menurut KUHP 
dan Hukum Islam” maka perlu dijelaskan istilah-isltilah teknis tersebut : 
a).Turut serta yaitu turut atau berpastisipasi dalam melakukan tindak pidana yang 




b). Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 
siapa yang melanggar larangan tersebut.
13
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d). Hukum Pidana Islamyaitu hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis atau 




Dari definisi istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan tentang pengertian 
Turut serta melakukan perbuatan pidana menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam 
yaitu Turut melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum berdasarkan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, al-Qur’an dan hadist yang mengatur masalah 
jinayah dan jarimah. 
D. Kajian Pustaka 
 Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Turut serta melakukan 
perbuatan pidana menurut KUHP dan hukum Islam (studi perbandingan). Banyak 
literatur yang membahas mengenai permasalahan tersebut terutama buku-buku yang 
membahas tentang Hukum pidana II, kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, dasar-
dasar hukum pidana, Hukum pidana Islam I, mengenal hukum Indonesia, Hukum 
Pidana, dan Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan. Agar 
pembahasan tersebut lebih fokus terhadap pokok kajian maka dilengkapi dengan 
beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
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Berikut ini dikemukakan isi garis-garis besar beberapa bahan pustaka yang 
telah penulis kumpulkan.Dari beberapa bahan pustaka tersebut dapat dirangkum isi 
pokoknya sebagai berikut. 
1. Abdul Salam dalam bukunya Hukum Pidana II dimana didalam buku ini 
membahas berbagai perbuatan tindak pidana, dimana menurut saya salah satu 
yang dapat mengakibatkan seseorang dipidana karena turut serta dalam 
melakukan perbuatan pidana. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam buku 
tersebut, bahwa seseorang atau lebih dapat dikenakan sanksi apabila turut 
serta dalam melakukan perbuatan pidana. Namun dalam buku ini belum 
menjelaskan secara spesifik tentang sanksi terhadap mereka yang turut serta 
dalam melakukan perbuatan pidana. 
2. Adami Chazawi dalam bukunya mengenai Kejahatan terhadap Tubuh dan 
Nyawa dimana dalam buku ini membahas berbagai contoh kasus tindak 
pidana. Salah satu contohnya adalah turut serta dalam penyerangan atau 
perkelahian. Dimana menurut saya, bahwa akibat perbuatan dari perkelahian  
tersebut dapat mengakibatkan seseorang atau lebih dipenjara apabila mereka 
sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian tersebut. Artinya, 
sudah jelas akan dikenakan sanksi apabila terdapat faktor sengaja. 
3. Mahrus Ali dalam bukunya mengenai Dasar-dasar Hukum Pidana dimana 
dalam buku tersebut membahas mengenai pokok-pokok penting dalam 
Hukum pidana itu sendiri. Dimana menurut saya dikatakan sebagai 





terdapat dua orang atau lebih dengan sengaja melakukan  tindak pidana. 
Namun dalam buku ini belum menjelaskan secara spesifik tentanglarangan 
untuk melakukan turut serta dalam perbuatan pidana. 
4. Hamzah Hasan Hukum Pidana Islam 1 buku ini menjelaskan mengenai 
pengertian jinayah dan jarimah, hubungan kejahataan dan larangannya. 
Dimana menurut saya jarimah yang merupakan bagian pembahasan dalam 
buku tersebut, merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan 
diancam oleh hukum, yang terjadi akibat adanya unsur kesengajaan yang 
dalam hal ini kaitannya dengan masalah turut serta dalam berbuat 
jarimahyang sudah jelas perbuatan tersebut dilarang. Namun, dalam buku ini 
belum menjelaskan secara spesifik mengenai turut serta dalam melakukan 
perbuatan pidana.  
5. Rahman Syamsuddin Mengenal Hukum Indonesia buku ini menjelaskan 
mengenai hukum secara holistie dan mendetail untuk dapat memahami hukum 
yang berlaku di Indonesia secara subtansial. Dalam buku ini penyertaan yang 
dalam bahasa belanda dikenal dengan deelneming yang berarti suatu delik 
yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Dimana menurut saya bahwasanya delik merupakan suatu perbuatan yang 
dapat menimbulkan sanksi atau ancaman karena telah melawan hukum. 
Namun, dalam buku ini belum menjelaskan secara spesifik mengenai turut 





6. Teguh Prasetyo Hukum Pidana buku ini menjelaskan mengenai asas legalitas 
dan asas nullum delictum nulla poena sine pravelia legi poenale bahwa kedua 
asas tersebut terbuka kemungkinan adanya kelemahan sehingga perlu 
dikembangkan menjadi hukum modern. Dimana menurut saya jika harus 
dikembangan maka harus adanya pertumbuhan dan perkembangan yang 
signifikan baik cepat ataupun lambat untuk mencapai hukum modern tersebut. 
Namun,  dalam buku ini belum menjelaskan secara spesifik tentang turut serta 
melakukan perbuatan pidana.  
7. Muhammad Ainul Syamsu Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran 
Penyertaan buku ini menjelaskan tentang suatu tindak pidana yang membahas 
secara khusus perkembangan teori pemisahan tindak pidana serta 
pertanggungjawaban pidana dan pengaruhnya terhadap ajaran turut serta yang 
merupakan salah satu bentuk  dari penyertaan. Dimana menurut saya, bahwa 
turut serta melakukan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja untuk  
melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU. Namun, dalam buku ini tidak 
membahas sepenuhnya mengenai penyertaan ataupun semua bentuk-bentuk 
penyertaan, dimana buku ini khusus hanya membahas satu bentuk penyertaan. 
E. Metode Penelitian 
 Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 
yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis 
teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan 









1. Jenis penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research yang 
menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang menjadi 
pokok permasalahan. 
2. Pendekatan penelitian 
 Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
yang meninjau dan menganalisa KUHP dan hukum pidana Islam tentang Turut serta 
melakukan perbuatan pidana. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan 
pendekatan sebagai berikut : 
a. Pendekatan yuridis 
 Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan 
melihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Turut Serta 
Melakukan Perbuatan Pidana menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Studi 
Perbandingan). Dalam Metode ini  senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan 
yang masih berlaku. 
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b. Pendekatan Syar’i 
 Syar’i adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan 
menelaah ayat al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
3. Sumber Data 
 Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data-
data primer dan sekunder. 
1. Data primer : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pokok yang 
analisis dalam skripsi ini.  
2. Data sekunder : berupa buku-buku, artikel atau bahan-bahan hukum yang 
diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli mengenai turut serta dalam 
melakukan perbuatan pidana untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep 
hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting. 
4. Teknik pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara 
lain sebagai berikut:Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data 
sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil 
adalah data yang berhubungan dengan materi Turut serta melakukan perbuatan 





1) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan 
pembahasan agar pembuatan dan penulisan  skripsi menjadi efektif dan mudah  
untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam 
membahas suatu masalah.  
2) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang 
akandidekripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
b. Analisis Data 
 Tekhnik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 
masalah berdasarkan data yang diperoleh.Analisis yang digunakan yaitu analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 
dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali 
dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah : 
a). Untuk mengetahui dan memudahkan apa yang menjadi konsep dasar KUHP 





b). Untuk mengetahui konsepsi turut serta melakukan perbuatan pidana menurut 
hukum Islam. 
c). Untuk mengetahui analisis perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
dan hukum Islam mengenai turut serta melakukan perbuatan pidana 
2. Kegunaan 
 Dengan tercapainya tujuan diatas, diharapkan hasil penelitian ini akan 
memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut : 
a) Kegunaan teoritis 
 Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan 
pengetahuan mengenai Turut serta melakukan perbuatan pidana menurut KUHP 
maupun dalam pandangan hukum Islam. Dalam disiplin ilmu hukum Islam, penelitian 
ini memberi manfaat dalam menumbuhkan kesadaran bahwa perbuatan turut serta 
dalam melakukan perbuatan pidana yang merupakan salah satu perbuatan melanggar 
norma-norma hukum yang mengakibatkan kerugian atau dampak yang negatif baik 
terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan mengetahui konsekuensi dari tindak 
pidana turut serta diharapkan para pembaca menyadari bahwa perbuatan ini 
melanggar hukum, baik itu dalam hukum nasional dan hukum  Islam. 
b) Kegunaan praktis 
1. Memberikan pemahaman kepada semua orang bahwa bagaimana konsepsi 
turut serta melakukan perbuatan pidana dalam KUHP dan Hukum Islam. 
2. Dengan mengetahui fakta konsekuensi yang akan didapatkan apabila 





kesadaran dari masing-masing yang masih sampai saat ini melakukan tindakan 
turut serta dalam melakukan perbuatan pidana. 
3. Dengan adanya penelitian ini maka akan menambah referensi bagi pengajar 
maupun pelajar mengenai turut serta dalam perbuatan pidana menurut KUHP dan 





KONSEPSI TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA 
MENURUT HUKUM NASIONAL (KUHP) 
A. Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Hukum Nasional  
(KUHP)  
1. Pengertian Penyertaan Melakukan Perbuatan Pidana  
a. Pengertian Turut Serta  
Kata Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, 
perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah 
bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata 
lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.
1
 
Pengertian turut serta  (ikut serta, bersama-sama)melakukan perbuatan pidana (delict) 
dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (deelneming) dari 
beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing-
masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya.
2
Sedangkan arti kata penyertaan 
menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah turut sertanya seorang atau 
lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.
3
 
Secara luas dapat disebutkan bahwa seorang turut serta ambil bagian dalam 
hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin 
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jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya 
(misalnya: menyuruh atau  menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan 
atau seorang itu dibantu oleh orang lain), atau setelah terjadinya suatu tindak pidana 
(menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).
4
 
Dalam proses penegakkan hukum pidana kerap dipergunakan pasal 55 ayat 1 
ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang 
terjadi dan melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana 
terkait pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan deelneming atau penyertaan. 
Dalam konteks ini deelneming  merupakan suatu yang berkaitan peristiwa pidana 
yang pelakunya lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung 
jawab  masing-masing pelaku dari perbuatan pidana itu. 
 Pembagian penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Indonesia dimuat dalam KUHP BAB V pasal 55 dan 56 bahwa : 
Pasal 55 merumuskan sebagai berikut : 
a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana: 
1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta 
melakukan perbuatan; 
2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan 
kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau 
dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan 
orang lain supaya melakukan perbuatan. 
b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang  
diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 
 Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut: 
1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 
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 Kata penyertaan (deeelneming) ditemukan beberapa istilah, antara lain: turut 
campur dalam peristiwa pidana (Tresna); Turut berbuat Delik (Karni);Turut serta 
(Utrecht); dan deelneming (Belanda), Comlicity (Inggris), Teilnahmel Tetermenrheit 
(Jerman) dan Paticipation (Prancis). Menurut Marpaung mengemukakan  bahwa 
deelnming dapat diartikan sebagai suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan . Sedangkan menurut Van Hamel penyertaan 
merupakan ajaran pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut 
pengertian perundang-udangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan 
tindakan secara sendiri.  
Dalam masalah penyertaan ini terdapat seorang pelaku psykis (atau 
intelektual) dan pelaku materil (fisik) dari suatu tindak pidana. Tindak pidana 
dilakukan oleh dua atau lebih orang, dengan catatan; tidak setiap kegiatan dari tiap-
tiap orang tersebut menimbulkan pertanggungjawaban yang sama bagi orang –orang 
tersebut. Penyertaan memungkinkan seseorang peserta dapat dihukum atas 
perbuatannya, walau perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari 
perumusan tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun 
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 Karena hubungan dari tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat 
mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan 
pertanggungjawaban” daripara peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.7 
Dengan demikian ajaran penyertaan atau turut serta, mempersoalkan peranan atau 
hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan atau 
apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat 
dilaksanakan/diselesaikan (voltooid), serta pertanggungjawabannya atas 
sumbangan/bantuan itu.  
Hubungan antara peserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut dapat 
bermacam-macam: (a) bersama-sama melakukan suatu kejahatan; (b) seorang 
mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia 
mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; (c) seorang 
saja yang melaksanakan tindak pidana tersebut. Dengan demikian penyertaan terjadi, 
apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang atau lebih dari seorang atau 
terdapat lebih dari seorang peserta dalam melaksanakan tindak pidana. Karenanya 
ajaran penyertaan berpokok kepada penentuan pertanggungjawaban dari pada setiap 
peserta atas perbuatan masing-masing dalam melaksanakan tindak pidana 
(pertanggungjawaban atas sumbangan yang diberikan oleh tiap-tiap peserta dalam 
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b). Perbuatan Pidana 
Berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, 
maka ajaran penyertaan merupakan ajaran yang memperluas norma dan kaidah yang 
terkandung dalam tindak pidana. Pembahasan turut serta dititik beratkan pada 
persoalan perbuatan dan tindak pidana.
9
 Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
10
 Istilah 
perbuatan pidana pernah digunakan oleh pembentuk UU dalam UU No. 1/Drt/1951 
tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, Kesatuan 
Acara Pengadilan Sipil. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 
didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut”. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan 
sebagai berikut: 
1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu 
kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya 
larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya 
ditujukan pada orangnya.  
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2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana 
(yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, 
perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, 
melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada 
hubungan erat pula.  
Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat 
digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua 
keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, 
adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.Pandangan 
Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang digunakan 
oleh beliau dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara 
perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara 




Berdasarkan dari pengertian mengenai perbuatan pidana tersebut, maka 
perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk 
melakukan sesuatu, larangan  untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum 
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B. Bentuk-Bentuk Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana  
1. Bentuk-Bentuk Penyertaan 
Dalam hukum pidana di Indonesia (KUHP), bentuk-bentuk penyertaan 
terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang 
disebut dengan mededader (disebut para peserta atau para pembuat) dan pasal 56 
mengenai medeplichtige (pembuat pembantu). 
Pasal 55 merumuskan sebagai berikut : 
1). Dipidana sebagai pembuat tindak pidana: 
a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta 
melakukan perbuatan; 
b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan 
kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan 
memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain 
supaya melakukan perbuatan. 
2). Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang  
diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 
 Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut: 
a.   Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 





 Dari kedua pasal 55 dan 56 tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut 
KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok yang terdiri dari lima bentuk 
yaitu: 
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1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam pasal 
55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (mededader), 
adalah mereka: 
a) Yang melakukan (pleger); 
b) Yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat 
penyuruh (doenpleger); 
c) Yang turut serta melakukan (medeplegen), orangnya disebut dengan pembuat 
peserta (medepleger); dan 
d) Yang sengaja menganjurkan (uitlokken), yang orangnya disebut dengan pembuat 
penganjur (uitlokker).  
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (medeplichtige) 
kejahatan, yang dibedakan menjadi: 
a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan  
b) Pemberian bantuan pada saat sebelum pelaksanaan kejahatan.14 
Dengan diketahuinya dua kelompok penyertaan tersebut, maka kini dapatlah 
diketahui bahwa menurut sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, bahwa 
perihal siapa-siapa yang dapat membuat tindak pidana dan atau terlibat dalam 
terwujudnya suatu tindak pidana. Oleh karena itu dijelaskan bentuk-bentuk 
penyertaan sebagai berikut; 
1. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana atau pleger) 
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Siapakah yang dimaksud dengan mereka yang melakukan atau dengan syarat-
syarat apa seseorang yang terlibat dalam tindak pidana disebut dengan orang yang 
melakukan atau pembuat pelaksana(pleger)? Apakah pembuat pelaksana ini sama 
atau tidak dengan pembuat tunggal ? Undang-Undang tidak menjelaskan lebih jauh 
tentang siapa  yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan” ini. Pada 
kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. 
Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah pembuatannya telah memenuhi semua 
unsur tindak pidana.  
Bagi tindak pidana formil, wujud pembuatannya ialah sama dengan 
pembuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam 
tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat 
yang dilarang oleh Undang-Undang. Tetapi apabila ada orang lain yang ikut terlibat 
serta kedalam tindak pidana, baik secara fisik maupun psikis, apakah syarat dari 
seorang dader harus juga menjadi syarat seorang pleger?. Oleh karena seorang pleger 
itu adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, 
tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, 
maka dari sudut ini syarat seorang pleger harus sama dengan syarat seorang dader.
15
 
Perbuatan seorang pleger juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, 
sama dengan perbuatan seorang dader. Jadi tampak secara jelas bahwa penentuan 
seorang pembuat pelaksana ini adalah didasarkan pada ukuran objektif. Jika demikian 
apa bedanya pleger ini dengan dader. Perbedaan pleger dengan dader adalah, bagi 
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seorang pleger masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara 
psikis, misalnya terlibat dengan seorang pembuat penganjur, atau terlibat secara fisik, 
misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu.  
Jadi seorang pleger diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam 
mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan  peserta lain ini, 
perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata 
menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju. Pembuat peserta tidaklah 
mungkin terlibat bersama pembuat penyuruh, karena dalam hal pembuat penyuruh, 
pembuat materilnya adalah tidak dapat dipidana. Sedangkan pembuat peserta 
dipertanggugjawabkan dan diancam pidana yang sama dengan dader (pembuat 
tunggal), dan sama pula dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya dalam pasal 55 
ayat 1 butir 1 KUHP yang disebut dengan mededader.
16
 
Dalam tindak pidana yang dirumuskann secara formil, pembuat pelaksananya 
adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang 
dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang 
dirumuskan secara materil, plegernya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan 
akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Secara umum, demikian ukuran perbuatan 
seorang pleger. Tetapi dalam tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana 
membuat atau meneruskan suatu keadaan terlarang, tidak dapat menggunakan ukuran 
itu, tetapi ukuran lain. Dalam hal ini Horge Raad dalam suatu arrestnya (19-12-1910) 
memformulerring bahwa orang yang menciptakan atau meneruskan keadaan terlarang 
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itu adalah siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhirinya, dan dialah yang 
dipidana. Bahwa barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhiri 
keadaan yang terlarang, pada umumnya dia berkewajiban untuk itu. Sedangkan 
menurut Moeljatno, bahwa bukan siapa yang mampu untuk mengakhiri keadaan 
terlarang itu yang wajib mengakhiri keadaan terlarang, tetapi siapa yang 
berkewajiban itu dia mampu untuk mengakhiri keadaan yang terlarang.
17
 
2. Mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: doenpleger) 
Undang-Undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang 
menyuruh melakukan itu. Dalam mencari pengertian dan syarat dari orang yang 
menyuruh melakukan(doenpleger) banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang 
ada didalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa “yang menyuruh 
melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara 
pribadi,  melainkan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila 
orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena 
keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Dari 
keterangan MvT itu dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu; 
a. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat didalam 
tangannya.  
Orang yang mengusai orang lain, sebab orang lain itu adalah sebagai alat, 
orang inilah sesungguhnya yang mewujudkan tindak pidana. Sedangkan pembuat 
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penyuruhnya tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh 




b. Orang lain itu berbuat: 
1)  Tanpa kesengajaan; 
Perbuatan manus ministra pada kenyataannya telah mewujudkan tindak 
pidana, namun tidak ada kesalahan didalamnya, baik karena kesengajaan maupun 
kealpaan. Contoh karena alasan tanpa kesengajaan, seorang pemilik uang palsu 
menyuruh pembantunya berbelanja di pasar dengan menyerahkan 10 lembar uang 
yang diketahuinya palsu. Dimana pembatu tersebut sebagai manus ministra dalam 
kejahatan mengedarkan uang palsu. Dalam kejahatan mengedarkan uang palsu, 
terkandung unsur kesengajaan. Dalam hal ini, pembantu ini tidak mengetahui tentang 
uang palsu yang dibelanjakannya. Keadaan tidak diketahuinya itu yang berarti pada 
dirinya tidak ada unsur kesalahan (dalam bentuk kesengajaan).  
2) Tanpa kealpaan; 
 Karena alasan tanpa kealpaan, contohnya seorang ibu membenci seorang 
pemulung karena seringnnya mencuri benda-benda yang diletakkan dipekarangan 
rumah. Pada suatu hari ia mengetahui pemulung yang dibencinya itu sedang mencari 
benda-benda bekas dibawah jendela rumahnya yang loteng. Untuk membuat 
penderitaan bagi pemulung itu, dia menyuruh pembantunya untuk menumpahkan air 
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panas dari atas jendela dan mengenai pemulung tersebut. Pada diri pembantu tidak 
ada kelalaian, apabila telah diketahuinya selama ini bahwa, karena keadaan tidaklah 
mungkin ada dan tidak pernah ada orang yang berada dibawah jendela dan perbuatan 
seperti itu telah sering pula dilakukannya. 
3) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan; 
a. yang tidak diketahuinya; 
b. karena disesatkan;  
c. Karena tunduk pada kekerasan.18 
 Sebagai hal yang juga penting, dari apa yang diterangkan oleh MvT ialah 
bahwa jelas orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana, sebagai 
konsekuensi logis dari keadaan subjektif (batin: tanpa kesalahan atau tersesatkan)dan 
atau tidak berdaya karena pembuat materilnya tunduk pada kekerasan (objektif). 
Berdasarkan keterangan MvT tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa penentuan 
bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektifnya, ialah 
kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam 
kekuasaannya sebagai alat, yang dia berbuat tanpa kesalahan dan tanpa 
tanggugjawab.  
Walaupun  tetap memperhatikan hal-hal yang ternyata subjektif, yakni dalam 
hal tidak dipidananya pembuat materilnya(orang yang disuruh melakukan) karena ia 
berbuat tanpa kesalahan, dan dalam hal yang tidak dipertanggungjawabkan karena 
keadaan batin orang-orang yang dipakai sebagai alat itu, yakni tidak tahu dan 
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3. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: Medepleger) 
Menurut MvT Belanda di terangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah 
setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukansuatu tindak pidana.
20
 Pada 
mulanya disebut dengan turut berbuat itu adalah bahwa pada masing-masing peserta 
telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana 
yang bersangkutan. Seperti dua orang, A dan B mencuri sebuah televisi disebuah 
kediaman dimana mereka berdua sama-sama masuk melalui jendela yang tidak 
terkunci dan sama-sama pula mengangkat objek televisi tersebut kedalam mobil yang 
telah disediaka dipinggir jalan.  
 Pada contoh ini perbuatan A dan B sama-sama mengangkat televisi, pencurian 
terjadi karena perbuatan yang sama, dan tidak dapat mengangkat televisi oleh hanya 
satu orang. Sehingga jelas perbuatan mereka sama-sama memenuhi rumusan tindak 
pidana.
21
Ada 2 pandangan mengenai turut serta melakukan yaitu  pandangan yang 
sempit yang dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta 
melakukan, terjadi apabila pebuatan masing-masing peserta memuat semua unsur 
tindak pidana. Pandangan ini lebih condong pada ajaran objektif. 
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Sedangkan pandangan yang kedua adalah pandangan luas mengenai pembuat 
peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan 
perbuatan seorang pembuat. Perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan 
tindak pidana, telah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, 
asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya. 
Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran subjektif. Pandangan luas ini adalah 
pandangan yang lebih modern daripada pandangan lama yang lebih sempit. Hoge 
Raad dalam arrestnya ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk 
pembuat peserta, yaitu : 
a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi; 
b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan. 
Jadi, perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksaana hanyalah 
dari sudut perbuatan (objektif), ialah perbuatan pembuat pelaksana itu adalah 
perbuatan penyelesaiaan tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak 
pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukan oleh perbuatan pembuat 
peserta. Dengan kata lain, perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan 
pelaksanaan tindak pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah sebagian 
dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Terdapat perbedaan juga antara pembuat 
pelaksana dengan pembuat peserta, adalah dalam hal tindak pidana yang 
mensyaratkan subyek hukum atau pembuatnya harus berkualitas tertentu.
22
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4. Orang yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur: Uitlokker) 
Orang yang sengaja menganjurkan  (pembuat penganjur), seperti juga pada 
orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil 
tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam pasal 55 ayat 
(1) dengan sangat singkat “ yang menyuruh melakukan”. Rumusan itu selengkapnya 
ialah “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau 
keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 
perbuatan”.23Terdapat beberapa unsur – unsur dari Uitlokker yaitu : 
Unsur – unsur obyektif terdiri dari : 
a. Unsur perbuatan, ialah : menganjurkan orang lain melakukan perbuatan; 
b. Caranya, ialah : 
Dengan memberikan sesuatu,dengan menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan,dengan menyalahgunakan martabat,dengan 
kekerasan,dengan ancaman,dengan penyesatan, dengan memberi kesempatan, dengan 
memberikan saran, dan dengan memberikan keterangan. 
 Adapun unsur-unsur subyektif yakni dengan sengaja; 
Dari rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang 
pembuat penganjur, yakni : 
a. Pertama, tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditujukan pada 4 
hal, yaitu : 
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1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran; 
2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya; 
3) Ditujukan pada orang lain untuk melakuakn perbuatan (apa yang dianjurkan); 
4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat 
dipidana. 
b. Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara 
menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 
tersebut. 
c. Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak 
pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh 
digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur. 
d. Keempat, orang yang dianjurkan telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan 
yang dianjurkan. 
e. Kelima, orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan 
bertanggung jawab. 
Terdapat syarat untuk adanya upaya menyalahgunakan kekuasaan yang 
dimaksud dalam hal penganjuran adalah : 
a) Pertama, bahwa upaya ini digunakan dalam hal yang hubungan atau dalam ruang 




b) Kedua, bahwa hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat dilakukannya upaya 




Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara bentuk pembuat penyuruh 
dengan pembuat penganjur : 
Persamaannya ialah : 
a) Pada kedua bentuk, baik pembuat penyuruh maupun pembuat penganjur tidak 
melakukan sendiri tindak pidana melainkan menggunakan atau melalui orang 
lain. 
b) Kesengajaan mereka dalam melakukan penganjuran maupun dalam menyuruh 
lakukan masing-masing ditujukan pada penyelesaian tindak pidana dengan 
menggunakan orang lain. 
Sedangkan perbedaannya ialah : 
a) Bahwa dalam melakukan penganjuran harus menggunakan cara-cara yang telah 
ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP. Pada bentuk menyuruh melakukan 
boleh menggunakan segala cara; 
b) Pada bentuk penganjuran, baik pembuat pengnjurnya maupun pembuat materilnya 
dipertanggungjawabkan yang sama terhadap timbulnya tindak pidana, artinya 
sama-sama dipidana. Tetapi pada bentuk menyuruh melakukan yang dibebani 
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tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah pembuat penyuruhnya saja. 
Sedangkan pembuat materiilnya tidak dapat dijatuhi pidana.
25
 
5. Pembantuan (medeplichtige) 
Mengenai hal pembantuan diatur dalam 3 pasal, yakni pasal 56, 57 dan 60. 
Pasal 56 merumuskan tentang unsur obyektif danunsur subyektif pembantuan serta 
macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan pasal 57 merumuskan tentang batas 
luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu. Dan pasal 60 mengenai 
penegasan pertanggungjawaban pembantuan hanyalah pada pembantuan dalam hal 
kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.Pasal 56 merumuskan sebagai berikut : 
Dipidana sebagai pembantu kejahatan : 
1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 
2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan 
untuk melakukan kejahatan. 
a. Berikut adalah syarat – syarat pembantuan : 
1) Dari sudut subyektif 
Kesengajaan pembuat pembantu ini tidak ditujukan pada pelaksanaan atau 
penyelesaian kejahatan, melainkan hanya sekedar ditujukan pada mempermudah 
pelaksanaan kejahatan saja. Artinya juga ialah sikap bathin pembuat pembantu 
terhadap kejahatan tidak sama dengan sikap bathin dari pembuat pelaksananya.  
2) Dari sudut obyektif 
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Bahwa wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu 
hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Pada 
kenyataannya menurut pengalaman manusia pada umumnya, mengenai wujud 
perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat pembantu berperan atas mempunyai 
andil, atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar 
penyelesaian kejahatan. Artinya, wujud dari perbuatan pembuat pembantu itu, 
tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah 
wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksanaannya. 
b. Berikut adalah bentuk-bentuk pembantuan : 
Menurut Undang-Undang (pasal 56) ada dua bentuk pembantuan, yaitu : 
1) Pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan, dan 
2) Pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan. 
c. Tanggung Jawab Pidana bagi pembantuan 
Pasal 57 memuat tentang sejauh mana luasnya tanggung jawab bagi pembuat 
pembantu, yang rumusannya sebagai berikut : 
1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi 
sepertiga; 
2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 
dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun; 
3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri; 
4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan 




2. Pokok persoalaan pada Penyertaan 
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 Memahami bentuk-bentuk hubungan dari penyertaan adalah sangat penting. 
Karena sebagaimana terlihat dari uraian diatas, hubungan antara peserta-peserta itu 
satu sama lain tidak sama eratnya. Harus dibedakan hubungan antara seseorang yang 
menyuruh terhadap yang disuruh, dengan hubungan seseorang yang menggerakkan 
(uitlokker) terhadap yang digerakkan (uitgelokte); hubungan antara seseorang dan 
orang lain yang bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana, dengan 
seseorang  yang dibantu orang lain melakukan kejahatan. Untuk jelasnya apabila 
hubungan itu ditinjau dari sudut penyerta/peserta akan ditemukan variasi-variasi 
sebagai berikut : 
a. Penyerta yang (turut) melakukan tindak pidana itu, tidak mengetahui bahwa 
tindakannya merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa melakukannya, dan 
sebagainya (manus ministra); 
b. Penyerta benar-benar sadar dan langsung turut serta untuk melakukan tindak 
pidana (medeplegen); Penyerta melakukan tindak pidana karena adanya sesuatu 
keuntungan baginya atau ia dipermudah untuk melakukannya (uitgelokte, auctor 
materialis); Penyerta hanya sekedar membantu saja (medeplichtige); dan ia 




Dalam Bab XV telah diuraikan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana 
adalah subjek. Artinya ada seseorang atau beberapa orang melakukan suatu tindakan 
yang dapat dipidana. Jika subjek itu hanya satu orang saja, maka tidak ada persoalan 
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mengenai siapa yang dipertanggungjawabkan, jika semua unsur-unsurnya telah 
terpenuhi. Tetapi bilamana subjek itu terdiri dari dua orang atau lebih, maka 
timbullah persoalaan mengenai: apakah setiap subjek itu harus memenuhi semua 
unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, bagaimana hubungan antara subjek-subjek 
tersebut dan terutama bagaimanakah pertanggungjawaban pidana setiap subjek.
28
 
Perbedaan hubungan antara para pelaku peserta tersebut adalah sangat penting 
karena akibat hukum atau pertanggungjawaban yang dikaitkan pada para pelaku-
peserta diperbedakan secara tegas tergantung pada erat tidaknya hubungan-hubungan 
itu. Demikianlah misalnya pertanggungjawaban pidana dari dua orang atau lebih yang 
bersama-sama melakukan suatu tindak pidana adalah sama, tetapi antara pelaku 
(utama) dan yang membantunya tidak sama.  Dengan singkat dapat dikatakan bahwa 
yang menjadi pokok persoalan dalam ajaran penyertaan adalah untuk menentukan 
bentuk hubungan antara peserta-peserta tersebut yang kemudian menentukan pula 




C.Pertanggungjawaban pada Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut 
KUHP (Hukum Nasional) 
1. Pertanggungjawaban Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana 
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 
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Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan 
dilarangyang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan 
tersebut. Wadah tindak pidana adalah Undang-Undang, baik berbentuk kodifikasi-
tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 
Pertanggungjawabanpidana dalam KUHP secara umum tersimpulkan dan ditentukan 
dalam BAB III buku ke-I, dan terdapat pula secara tersebar dalam pasal-pasal 
Undang-Undang. Seorang petindak yang telah melakukan suatu tindakan (yang dapat 
dipidana) mungkin dipidana (pemidanaan biasa, diperingan atau diperberatkan) atau 
“dibebaskan”.30 
Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang 
dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan 
sebutan mens rea. Yang dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan 
seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu  jahat. Dengan demikian, ada dua 
syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan 
lahiriah yang terlarang/ perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin jahat/ 
tersela (mens rea).
31
 Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya 
celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada 
memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.
32
 
Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan 
dengan suatu ancaman pidana. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah 
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ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada 
hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk 
bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak‟ suatu perbuatan tertentu.33 
b. Kemampuan Bertanggung Jawab 
Dalam setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP mengenai kemampuan 
bertanggung jawab tidak disebutkan, artinya menurut Undang-Undang bukan 
merupakan unsur. Karena bukan merupakan unsur yang disebutkan dalam rumusan 
tindak pidana, maka dalam praktik hukum tidak perlu dibuktikan. Bagaimana sikap 
Undang-Undang mengenai kemampuan bertanggung jawab? Dalam KUHP memang 
tidak ada rumusan yang tegas mengenai kemampuan bertanggung jawab pidana. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak 




Seperti pada pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan 
mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, 
artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung 
jawab. Sementara itu kapan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, dapat 
diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa 
sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut. Apakah dengan rumusan 
tentang kebalikan dari jiwa yang mampu bertanggung jawab itu dapat dianggap 
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bahwa setiap tindak pidana itu harus ada unsur mampu bertanggung jawab sebab jika 
tidak tentulah terhadap orangnya karena perbuatannya tidak dapat dijatuhi pidana?.
35
 
Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampu 
bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal 
untuk menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk 
terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan 
bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggug jawab. Terjadinya tindak pidana 
tidak serta merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya. Akan tetapi, ketika 
menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada 
keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan 
tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk 
tidak dipidananya terhadap pembuatnya.
36
 
Dari sikap demikian ini membawah konsekuensi hukum yaitu setelah ternyata 
terbuktinya wujud tindak pidana, kemudian terbuktinya petindaknya tidak mampu 
bertanggung jawab pidana (baik melalui pasal 44 maupun diluarnya), amar putusan 
hakim berisi melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum dan bukan pembebasan, 
karena tindak pidana terbukti telah diwujudkan, namun adanya alasan pemaaf (tidak 
mampu bertanggung jawab). Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab 
sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 (1) KUHP, yakni (1) karena jiwanya 
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cacat dalam pertumbuhan atau (2) jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam 
keadaan jiwa demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.  
Seperti contoh, A berkehendak untuk membakar rumah si B, namun si A tidak 
berani melakukan seorang diri. Oleh karena itu ia menyuruh orang gila untuk 
menyalahkan korek agar rumah si B terbakar. Dalam hal ini, orang gila yang 
menyalakan korek api tidak dapat dipidana, walau karena tindakan orang gila tersebut 
menyebabkan rumah si B terbakar. Karena orang gila tersebut merupakan orang yang 
jiwanya tergangu karena penyakit, sehingga tidak mampu bertanggung jawab atas 
perbuatannya dan tidak dapat dipidana.
37
 
Selain itu, syarat seorang dapat disebut sebagai ikut terlibat atau turut serta 
dan bertanggung jawab dengan peserta lainnya dalam mewujudkan suatu tindak 
pidana, disyaratkan sebagai berikut: 
1) Dari sudut subjektif, ada dua syaratnya, ialah: 
a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak 
diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya 
tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya 
tindak pidana; 
b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan 
peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya. 
2) Dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan 
terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara 
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objektif ada perannya/ pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya 
tindak pidana.
38 
Sebagaimana contoh si A yang membakar rumah si B melalui tangan orang 
yang jiwanya terganggu (orang gila) yang diuraikan diatas, bahwa orang gila tersebut 
tidak memiliki hubungan batin (kesengajaan) dengan si A dengan terwujudnya tindak 
pidana tersebut. Walaupun perbuatan orang gila tersebut secara objektif ada perannya 
/ pengaruh besar terhadap terwujudnya tindak pidana (membakar rumah si B) tidak 
jadi alasan untuk dapat dipidananya orang gila tersebut. 
c. Pertanggungjawaban Yang Dibatasi dan Diperluas serta Penuntutan 
Seperti yang telah diuraikan pada no. 146 bahwa pokok persoalan pada 
penyertaan adalah tentang pertanggungjawaban masing-masing peserta. Pada ayat 2 
pasal 55 ditentukan bahwa “ terhadap penggerak yang diperhitungkan hanya 
tindakan-tindakan yang digerakkan” tersimpulkan bahwa pertanggungjawaban 
penggerak dibatasi. Yaitu penggerak tidak dipertanggungjawabkan terhadap tindakan 
lainnya yang dilakukan oleh sitergerak baik merupakan tindakan yang mendahului, 
berbarengan atau menyusul yang tidak digerakkan/ dikehendaki oleh penggerak. 
Demikian pula tindakan sitergerak yang melampaui batas kehendak penggerak yang 
sifatnya (karakternya) sudah berbeda tidak dipertanggungjawabkan kepada 
penggerak. Kalau misalnya B menggerkkan H untuk mencuri sesuatu barang milik G 
dalam artian pencurian biasa, tetapi dalam pelaksanaannya B telah terlebih dahulu 
membunuh D (pembantu G) yang menjaga barang tersebut, maka kepada penggerak 
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tidak dipertanggungjawabkan pembunuhan itu. Demikian juga jika X menggerakkan 
Y untuk sekedar menganiya Z, lalu Y menusuk Z dengan sebilah pisau dengan 
maksud untuk membunuhnya, sifat tindakan itu sudah berubah yaitu dari 
penganiayaan ringan menjadi pembunuhan.  
Dalam hal ini penggerak tidak dapat dipertanggungjawabkan karena 
pembunuhan, tetapi lebih tepat dipertanggungjawabkan dengan pasal 163 bis karena 
penganiayaan ringan yang gagal. Mengenai contoh yang terakhir ini, ada yang 
berpendapat bahwa X tetap dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjuk kepada 
pasal 55 ayat 1 ke-2  dengan kontruksi: “penganiayaan yang mengakibatkan matinya 
z”.39 
Dilain pihak pertanggungjawaban penggerak diperluas dalam hal tindakan 
yang dilakukan mempunyai sifat yang sama dengan tindakan yang digerakkan, tetapi 
terjadi suatu akibat melebihi dari yang mungkin diperhitungkan semula. Misalnya 
jika D menggerakkan E untuk melakukan penganiayaan (berat) kepada P, dan setelah 
beberapa hari P meninggal sebagai akibat dari penganiayaan tersebut, maka terhadap 
D turut dipertanggungjawabkan akibat itu.  
Bandingkanlah dengan pasal  (1) dengan pasal 351 (3) demikian pula pasal 
354 (1) dengan pasal 354 (2). Sehubungan dengan penuntutan terhadap penggerak, 
perlu diperhatikan tentang saat dan tempat penggerakan itu sendiri terjadi. Artinya 
bukan saja saat dan tempat tindak pidana (yang dikehendaki pengerak terjadi) tetapi 
juga saat dan tempat penggerakkan itu terjadi. Karena justru “penggerakkan “ itulah 
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yang menjadi dasar pertanggungjawaban penggerak. Surat dakwaan yang tidak 
memuat tempat penggerakkan terjadi adalah batal menurut hukum (arrest HR 3 Juni 
1918 W10297). Demikian pula surat dakwaan yang tidak dengan tegas menyebutkan 





d. Sistem Pembebanan Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyertaan 
 Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada dua sistem pembebanan 
pertanggungjawaban pidana pada penyertaan, yakni; 
1. Pertama, yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama 
kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara 
sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana tanpa dibeda-
bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam 
sikap batinnya. 
2. Kedua, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-sama 
terlibat dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan 
berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud 
perbuatan msing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.  
Sistem yang pertama berasal dari hukum Romawi. Menurut sistem ini tidak 
memperhatikan  luas sempitnya perbuatan serta peranan dan andilnya terhadap 
terwujudnya tindak pidana yang terjadi, semua orang yang terlibat dibebani 
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tanggungjawab pidana yang sama seperti orang yang melakukannya sendiri. Sistem 
yang kedua, berasal dari hukum pidana Italia. Dalam sistem ini berat ringannya 
tanggungjawab digantungkan pada luas-sempitnya dari wujud obyektif perbuatan 
yang dilakukan para peserta serta peran dan andilnya perbuatannya masing-masing 
terhadap timbulnya tindak pidana.
41
 Negara yang hukum pidananya menganut sistem 
yang pertama, antara lain Inggris yang mengenal dua bentuk penyertaan pada 
kejahatan yang disebut felonies (kejahatan-kejahatan berat, seperti pembunuhan) 
yaitu bentuk yang pertama dimasukkan kedalam golongan principales (peserta baku) 
dan bentuk yang kedua dinamakan golongan accissoriesi (peserta pembantu).  
Tanggung jawab pidana disamakan antara orang-orang yang masuk golongan 
principales, demikian juga tanggung jawab disamakan antara orang-orang yang 
masuk golongan accisssories. Negara yang hukum pidananya menggunakan sistem 
yang kedua, antara lain Jerman. Menurut hukum pidana Jerman dalam 
strafgezetsbuch-nya dikenal tiga bentuk penyertaan, ialah: pembuat, penganjur dan 
pembantu. Dimana tiga penyertaan ini dibebani tanggung jawab yang berbeda-beda. 
Dalam hukum pidana Jerman, yang menjadi pedoman untuk membedakan tiga bentuk 
penyertaan itu, ialah dari sudut subjektif, yakni niat atau kehendak dari masing-
masing orang yang ikut serta terlibat dalam mewujudkan tindak pidana.
42
 
Hukum pidana Belanda dan KUHP Indonesia untuk golongan penyertaan 
yang dimasukkan dalam kelompok pertama (mededader), dalam pasal 55 (pleger, 
                                                          
41
Adami Chazawi, Pelajaran III…, h. 76. 
42
Adami Chazawi, Pelajaran I…, h. 77. 
48 
 
doenpleger, medepleger dan uitlokker) dibebani tanggung jawab yang sama antara 
mereka, yang masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang 
sendirian melakukan tindak pidana (dader). Jadi untuk orang-orang yang masuk 
kedalam kelompok ini (mededader) menganut sistem pertanggungjawaban pidana 
yang pertama.  
Tetapi menurut KUHP bagi orang yang terlibat sebagai pembuat pembantu, 
baik pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan (56) beban tanggung jawabnya 
dibedakan dengan orang-orang yang masuk kelompok pertama (mededader) pada 
pasal 55, yakni beban tanggung jawab pelaku pembantu ini lebih ringan daripada 
tanggung jawab pelaku kelompok mededader tersebut, dimana menurut pasal 57 ayat 
(1) ditetapkan bahwa “dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap 
kejahatan, dikurangi sepertiga”. Jadi hukum pidana Indonesia menganut sistem 
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KONSEPSI TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA 
 MENURUT HUKUM ISLAM 
A.   Konsepsi Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana (Jarimah) menurut  
Hukum Islam 
1. Pengertian Penyertaan Melakukan Jarimah 
a. PengertianTurut Serta 
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh 
Jinayah adalah segala ketentuan hukum  mengenai tindak pidana  ataupun perbuatan 
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani 
kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari 
al-Qur’an dan hadist.1 Tindakan kriminal yang dimaksud, adalah tindakan-tindakan 
kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan 
perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis. 
 Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung 
kemaslahatan bagi kehidupan  manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam 
dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk 
melaksanakannya. Al-Qur’an merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga 
disebut al-Bayan (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai 
empat cara dan satu diantaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk 
                                                          
1
DedeRosyada, Hukum Islam danPranataSosial( Jakarta: LembagaStudi Islam 
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nash (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, 
sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban 
atas adanya putusan dari pengadilan.
2
 
Dengan demikian, perbuatan jarimah atau tindak pidana adakalanya dilakukan 
secara perseorangan atau secara kelompok. Seperti halnya turut serta melakukan 
jarimah  adalah  melakukan  perbuatan  pidana secara bersama-sama, baik melalui 
kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan 
maupun  keluasan.
3
 Sehingga Turut serta berbuat jarimah dalam hukum Islam berada 
dalam empat kemungkinan, yakni: 
a. Pelaku melakukan jarimah bersama orang lain (mengambil bagian dalam 
melaksanakanjarimah). Artinya, secara kebetulan melakukan  bersama-sama. 
b. Pelaku mengadakan  kesepakatan  dengan orang lain untuk melakukan jarimah. 
c. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan jarimah dengan berbagai cara, 
tanpa turut serta melakukannya. 
d. Pelaku menghasut(menyuruh)orang lain untuk melakukan jarimah.4 
Sehingga pengertian turut serta melakukan jarimah dalam hukum Islam 
adalah melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan, atau 
kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau  keluasan dengan 
berbagai bentuk. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud 
dengan turut serta meliputi pertama, baik dikehendaki bersama secara kebetulan 
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sama-sama melakukan perbuatan tersebut; kedua, memberi fasilitas bagi 
terselenggaranya suatu perbuatan jarimah.
5
 
Pengertian turut serta berbuat adalah mungkin terjadi tanpa menghendaki hasil 
dari pada peristiwa jarimah. Pengertian bersama-sama atau berserikat dalam 
melakukan perbuatan jarimah ialah sama-sama menghendaki dan sama-sama 
melakukan permulaan peristiwa pidana demikian juga hasil dari pada perbuatan itu 
sama-sama dikehendaki. Di mana suatu kejahatan  kadang-kadang dilakukan oleh 




Jarimah berasal dari kata  jarama, yajrimu, jarimatan  yang berarti “berbuat” 
dan “memotong”. Kemudian secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan 
dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata Jarimah juga berasal dari kata ajrama 
yajrimu yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, 
keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”. Dalam terminologi hukum Islam 
atau fiqh, jarimah menurut Al-Mawardi adalah jaraim (tindakan kriminal) yang 
merupakan semua tindakan yang diharamkan oleh syariat, Allah ta’ala mencegah 
terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hudud atau ta’zir kepada pelakunya.7 
Sedangkan menurut Ahmad Warson Munawir, jarimah secara etimologis berarti 
berbuat dosa atau kesalahan, berbuat kejahatan dan delik.
8
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Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila 
melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu apabila tidak 
melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh 
syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.
9
 Pada dasarnya kata jarimah 
mengandung arti perbuatan buruk, jelek dan dosa. Jadi secara harfiah sama dengan 
pengertian jinayah, yaitu larangan-larangan syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam 
oleh Allah dengan hukuman had dan ta’zir.10 
Jarimah biasanya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, 
pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya. Sehingga arti dari ”segala larangan” 
dapat berupa perbuatan aktif melakukan tindakan yang dilarang atau perbuatan pasif, 
tidak melakukan tindakan yang diperintahkan. Hal ini menunjukkan bahwa istilah 
jarimah secara operasional identik dengan istilah jinayah yang mengandung 
pengertian tindakan yang dilarang dan diancam oleh hukum.
11
 
B. Bentuk-Bentuk Penyertaan Melakukan Perbuatan Pidana (Jarimah) menurut 
Hukum   Islam 
Hukum pidana dalam fiqh Islam disebut dengan  fiqih jinayah yang 
merupakan hukum mengenai tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan 
manusia atas manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak 
orang lain. Suatu kejahatan atau perbuatan jarimah kadang-kadang dilakukan oleh 
satu orang dan ada kalanya dilakukan oleh beberapa orang. Perbuatan jarimah yang 
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dalam kaitannya dengan turut serta berbuat jarimah memiliki beberapa bentuk. 
Perbuatan turut serta dalam melakukan suatu kejahatan atau jarimah menurut hukum 
Islam terdapat dua bentuk, diantaranya: 
1. Turut berbuat jarimah langsung (Isytirak Mubasyir) 
Adalah orang yang melakukan perbuatan tindak pidana (jarimah) sendirian 
atau bersama-sama dengan orang lain. Misalnya, jika masing-masing dari tiga orang 
mengarahkan tembakan kepada seseorang lalu seseorang tersebut mati karena 
tembakan itu, maka ketiga orang tersebut dianggap melakukan pembunuhan. 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa’/ 4: 93; 
                            
               
Terjemahnya: 
“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka 
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, 
dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”12 
 
 Dalam hal ini fuqaha juga memisahkan apakah kerjasama itu dilakukan secara 
tidak sengaja atau kebetulan (tawafuq) atau memang sengaja atau sudah direncanakan 
bersama-sama(tamalu). Menurut kebanyakan fuqaha ada perbedaaan 
pertanggungjawaban peserta antara tawafuq dan tamalu. Pada tawafuq, masing-
masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak 
bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Dengan demikian istilah al-tawaquf 
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adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama tanpa 
kesepakatan atau tanpa ada perencanaan sebelumnya.
13
 Namun dalam al-Qur’an 
selalu mengiringinya dengan pernyataan yang sesuai dengan Q.S. an-Nisa’/ 4: 16 ; 
                              
              
Terjemahnya:  
“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka 
berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan 
memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”14 
 
Kejahatan  itu  terjadi  karena  adanya  pengaruh  psikologis  dan  pemikiran yang 
datang  secara  tiba-tiba.  Contoh  kejahatan yang datang  secara  tiba-tiba  pada  saat  
memuncak demonstrasi, karena  pengaruh emosi massa maka kejahatan terjadi secara 
tiba-tiba  tanpa  direncanakan  terlebih  dahulu. Dalam  kasus  ini  para  pelaku  tindak 
pidana   dan amasing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya.15 Akan tetapi 
pada tamalu, para peserta harus mempertangggungjawabkan akibat perbuatannya 
sebagai keseluruhan. Jika korban meninggal maka masing-masing peserta dianggap 
sebagai pembunuh. Jadi tamalu, adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa 
orang secara bersama-sama dan terencana. Misalnya pembunuh atas seorang oleh 
sekelompok orang secara terencana, ada yang mengikatnya, memukulnya atau 
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menembaknya, maka semua pelaku   bertanggung jawab atas kematian korban.
16
 
Seperti yang ditegaskan dalam Q.S. al- Mudatzir/ 74: 38; 
            
Terjemahnya:  
“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya” 
Yang berarti, bahwa ayat tersebut menegaskan apabila perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang, maka pertanggungjawabannya akan dikenakan pada 
masing-masing pelaku (seseorang tersebut). 
Menurut Abu Hanifah, antara tawaquf dan tamalu  sama saja hukumannya, 
yaitu masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri dan 
tidak bertanggungjawab atas akibat perbuatan secara keseluruhan. Di mana menurut 
riwayat Daruquthni seperti dikutip Asy-Syaukani, ketentuan turut berbuat langsung 
adalah hadist dari Abu Hurairah bahwa dari Abu Hurairah r.a.dari Nabi Muhammad 
SAW., “Apabila seorang laki-laki memegangi (korban), sedangkan laki-laki lain 
membunuhnya, maka dibunuh bagi orang yang membunuhnya dan dikurung bagi 
orang yang memeganginya.”17 
Dalil tersebut menurut Asy-Syaukani menunjukkan bahwa qisashanya 
dikenakan bagi orang yang membunuhnya, sedangkan bagi yang memegang, 
hukumannya dikurung. Kahalany juga berpendapat demikian tanpa menyebutkan 
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kadar waktunya. Adapun An-Nasa’i, Imam Malik, dan Abi Laila berpendapat bahwa 
terhadap  yang  memegangi korban dalam kasus pembunuhan, juga dikenai hukum 
qisas, sebab dia dianggap sebagai mubasyir (pelaku) pembunuhan. Menurut mereka, 
pembunuhan tersebut tidak mungkin terjadi secara sempurna, tanpa keterlibatan 
orang yang memegangi korban.
18
 
Disamping itu, juga dipandang sebagai turut berbuat langsung peserta yang 
menjadi sebab (tidak langsung), apabila pembuat langsung hanya kaki tangannya 
semata-mata. Misalnya jika seseorang menyuruh anak dibawah umur untuk 
membunuh orang lain, kemudian suruhan itu dilaksanakan, maka menurut Imam 
Malik, Syafi’idan Ahmad orang yang menyuruh itu dipandang sebagai pembuat 
langsung karena orang yang disuruh hanya merupakan alat semata-mata.
19
 
Sementara itu tentang hal ini para fuqaha hanya membicarakan hukum “turut 
berbuat langsung” yang disebut dengan istilah Isytirak Mubasyir. Sedang hukum 
“turut berbuat tidak langsung” atau Isytirak Ghairu Mubasyir tidak disinggung. Jadi, 
pembuat tidak langsung apabila turut melakukan jarimah yang diancam hukuman 
tertentu maka tidak dikenakan dengan hukuman itu sendiri, sebab hukuman tersebut 
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2. Turut berbuat Jarimah tidak langsung (Isytirak Ghairu Mubasyir). 
Adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk 
melakukan  suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh orang lain, atau 
memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam 
kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan. Adapun unsur-unsur turut berbuat 
tidak langsung adalah sebagai berikut: 
20
 
a. Adanya perbuatan yang dapat dihukum. Untuk terwujudnya turut serta tidak 
langsung, disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal ini 
perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai melainkan cukup walaupun baru 
percobaann saja. Juga tidak disyaratkan pelaku langsung harus dihukum pula. 
b. Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu dapat terjadi. 
Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, juga disyaratkan adanya niat dari 
orang yang turut berbuat, agar dengan persepakatan, suruhan atau bantuannya itu 
perbuatan itu dapat terjadi. Kalau tidak ada tindak pidana (jarimah) tertentu yang 
dimaksud, maka orang tersebut dianggap turut berbuat dalam semua tindak pidana 
(jarimah) yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya. Jika tindak pidana 
ditentukan, tetapi yang terjadi tindak pidana lain yang tidak dimaksudkannya, 
maka tidak terdapat turut berbuat dengan cara persepakatan, suruhan atau bantuan 
tersebut ia bisa dijatuhi hukuman. 
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c. Cara mewujudkan perbuatan adalah dengan mengadakan persepakatan, menyuruh 
dan memberi bantuan. Turut berbuat tidak langsung atau Isytirak Ghairu 
Mubasyir terjadi sebagai berikut; 
1) Persepakatan, bisa terjadi karena adanya saling pengertian dan kesamaan 
kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana (jarimah), jika tidak ada 
persepakatan sebelumnya maka tidak terdapat turut berbuat. 
2) Suruhan atau hasutan, menyuruh atau menghasut adalah membujuk orang lain 
untuk melakukan suatu tindak pidana (jarimah) dan bujukan itu menjadi 
pendorong untuk dilakukan tindak pidana itu. Dalam tingkatan paling rendah 
dorongan bisa berupa memberi semangat kepada orang lain untuk melakukan 
tindak pidana. Sedangkan paksaan merupakan tingkatan yang lebih tinggi 
lagi. 
3) Memberi bantuan, orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam 
melaksanakan suatu  tindak pidana (jarimah) dianggap sebagai kawan berbuat 
tidak langsung, meskipun tidak ada persepakatan sebelumnya, seperti 
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Menurut hukum pidana Islam apabila perbuatan langsung seperti pembunuhan 
berkumpul dengan perbuatan tidak langsung seperti yang menyuruh melakukan 
dalam suatu tindak pidana maka keduanya ada 2 kemungkinan:
22
 
1. Perbuatan tidak langsung lebih kuat daripada perbuatan langsung. Hal ini 
terjadi apabila perbuatan langsung bukan perbuatan yang berlawanan dengan 
hukum, seperti persaksian palsu yang mengakibatkanadanya putusan hakim 
untuk menjatuhkan hukuman mati atas tersangka, dalam contoh ini persaksian 
palsu adalah perbuatan tidak langsung. 
2. Perbuatan langsung lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung. Hal ini 
terjadi apabila perbuatan langsung dapat memutus daya kerja perbuatan tidak 
langsung, dan perbuatan tidak langsung itu sendiri tidak mengharuskan 
menimbulkan akibat yang terjadi, seperti orang yang menjatuhkan orang lain 
kedalam jurang, kemudian datang orang ketiga yang membunuh orang dalam 
jurang tersebut.  
Kedua perbuatan tersebut seimbang. Hal ini terjadi apabila daya kerja sama 
kuatnya, seperti orang yang memaksa orang lain untuk melakukan pembunuhan. 
Dalam contoh ini orang yang memaksa itulah yang menggerakkan pembuat langsung 
untuk melakukan pembunuhan itu, sebab kalau tidak ada orang yang memaksa, 
tentunya orang kedua tidak akan berbuat. Akan tetapi kalau sekiranya tidak ada orang 
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Dalam penerapan kaidah tersebut diatas para fuqaha berbeda pendapat, karena 
adanya perbedaan penilaian terhadap suatu perbuatan, apakah termasuk suatu 
perbuatan langsung atau sebab (tidak langsung)?. Seperti dalam kasus orang yang 
menahan orang lain agar dapat dibunuh oleh orang ketiga. Menurut Imam Abu 
Hanifah dan Imam Syafi’i orang yang menahan tersebut adalah orang yang 
memberikan bantuan (pelaku tidak langsung), bukan pelaku langsung. Alasannya 
adalah karena perbuatan langsung yaitu membunuh lebih kuat dari pada perbuatan 
tidak langsung, yaitu menahan. Walau penahanan menjadi sebab kematiannya, tetapi 
penahanan itu sendiri tidak seharusnya menimbulkan akibat. 
 Menurut Imam Malik dan sebagian ulama Hanabilah, baik orang yang 
menahan maupun orang yang membunuh langsung, kedua-duanya dianggap sebagai 
pembunuh langsung. Alasannya adalah karena perbuatan langsung dan tidak langsung 
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C. Pertanggungjawaban terhadap Terjadinya Kejahatan Diluar Kesepakatan yang 
Semula dalam Turut Serta Melakukan Jarimah  
1. PertanggungjawabanPidana 
a. Pengertian 
 Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam ialah pembebanan 
seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya 
dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari 
perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal, yaitu; 
1) Adanya perbuatan yang dilarang 
2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri 
3) Pelakunya mengetahui akibat perbuatan tersebut. 
Apabila terdapat tiga keadaan tersebut maka terdapat pula 
pertanggungjawaban pidana, apabila tidak terdapat, maka tidak ada pula 
pertanggungjawaban pidana. Karena itu, orang gila, anak dibawah umur atau orang 
yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, sebab dasar 
pertanggungjawaban pada kelompok tersebuttidak ada.
25
 Jadi, pelaku harus mukalaf, 
pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi individu, tetapi juga berlaku bagi 
badan hukum. 
Selanjutnya, besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, 
selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang 
terdapat dalam diri pembuat tindak pidana. Karena perbuatan melawan adakalanya 
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disepakati bersama-sama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, 
dan lain-lain. Adanya perbedaaan antara bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum 
mengakibatkan adanya tingkatan dalam pertanggungjawaban pidana.
26
  
2. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana 
Dalam hukum Islam pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena 
adanya sebab tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana 
maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik. Terhapusnya 
pertanggungjawaban pidana karena perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan oleh 
syara’. Selain itu, perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori kedua, yang 
berhubungan dengan kondisi pelaku karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang 
dilarang, namun pelakunya tidak dijatuhi hukuman karena keadaan yang ada didalam 
dirinya. Mengenai jenis yang pertama, yaitu terhapusnya hukuman karena 
perbuatannya, diantaranya sebagai berikut: 
a. Pembelaan yang sah 
Dalam syariat Islam, pembelaan yang sah terbagi dalam dua bagian. Pertama, 
pembelaan yang bersifat khusus dan diistilahkan dengan daf’ush sha’il atau menolak 
penyerang. Kedua, pembelaan yang bersifat umum, yang dalam istilah popular 
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b. Pembelaan khusus  
  kewajiban seseorang untuk mempertahankan atau menjaga diri atau nyawa, 
harta miliknya atau milik orang lain, dengan memakai tenaganya dari setiap serangan 
yang datang. Sumber hukum dari pembelaan khusus ini adalah firman Allah dalam 
Q.S. al-Baqarah/ 1:194 
                    
                          
      
Terjemahnya:   
 “Bulan haram denganbulan haram, danpadasesuatu yang patutdihormati, 
berlakuhukumqishaash.Olehsebabitubarangsiapa yang menyerangkamu, maka 
seranglahia, seimbangdenganserangannyaterhadapmu. Bertakwalahkepada 
Allah danketahuilah, bahwa Allah beseratadengan orang-orang yang 
bertakwah.”27 
 
Seseorang yang melakukan pembelaan harus memenuhi persyaratan tertentu, 
yaitu adanya upaya tindakan melawan hukum (perbuatan penyerang), perlawanan 
terserang dilakukan seketika (tidak dilakukan sesudah, atau lama setelah terjadi 
serangan), tiada pilihan lain, dan penyeranganpun dilakukan dengan seimbang, 
artinya sesuai dengan kekuatan penyerang (tidak berlebihan). 
Para ulama sepakat bahwa pembelaan merupakan upaya yang sah. Akan 
tetapi, mereka berselisih terhadap status hukumnya, apakah pembelaan itu kewajiban 
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 Kedua jenis kata itu berbeda. Jika pembelaan dinggap kewajiban, 
bagi terserang tidak ada pilihan, kecuali harus menyerang kembali atau membunuh 
penyerang. Jika pembelaan itu dianggap sebagai hak terserang, dia mempunyai hak 
memilih, yaitu melawan atau diam. Bagi yang menyemangati pembelaan sebagai 
kewajiban, mereka pun hanya menyepakati terhadap penyerangan objek (sasaran) 
badan (jiwa) dan kehormatan, seperti upaya pembunuhan atau perkosaan.  
Kedua contoh tersebut, pembelaan menjadi kewajiban yang harus 
dilaksanakan. Jika upaya pembelaan mengharuskan adanya pembunuhan, dia harus 
membunuhnya. Seandainya objek atau sasaran penyerang adalah harta, sebagian 
menganggapnya bukan sebagai kewajiban, melainkan hanya sebagai hak. Artinya, 
terserang dapat melakukan perlawanan atau membiarkan hartanya diambil. 
Alasannya, harta itu dapat diberikan atau tidak diberikan, sedangkan jiwa harus 
dipertahankan.  
c. pembelaan umum  
  pembelaan untuk kepentingan umum, seperti yang telah disebutkan, yaitu 
dengan amar ma’ruf nahyi munkar. Hal ini merupakan tugas yang dibebankan kepada 
setiap orang yang mengaku sebagai muslim, agar masyarakat selalu berdiri diatas 
kebenaran dan menjauhi segala bentuk keburukan. Dengan demikian, hal itu akan 
mengurangi kejahatan didunia ini. Sebagaimana dalam Al-Qur’an sebagai kewajiban 
bagi umat Islam, dalamQ.S Ali Imran:/ 3: 104 
                                                          
28
Mustafa Hasan, Hukum…, h. 589.  
65 
 
                           
            
Terjemahnya: 
“Dan hendaklahada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung.” 
 Amar ma’ruf nahyi munkar merupakan perbuatan yang bersifat umum 
sehingga sulit diperinci jenisnya. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa ma’ruf n 
sebagai perbuatan atau perkataan yang pantas sesuai dengan ketentuan syariat, 
prinsip-prinsip umran dan jiwa syariat. Adapun kemugkinan merupakan kemaksiatan 
yang dilarang oleh syara’. Dalam kaitan dengan status hukum amar ma’ruf nahyi 
munkar atau pembelaan umum merupakan kewajiban setiap individu untuk 
melakukannya atau dalam termah fiqh disebut dengan fardu ‘ain. Pada hakikatnya, 
setiap orang dapat melakukannya berdasarkan caranya atau dengan kadar pembelaan 
yang berbeda berdasarkan kemampuannya. Adapun fuqaha yang menyatakan sebagai 
fardu kifayah berpendapat bahwa pembelaan disamakan dengan jihad yang dapat 
dilakukan oleh sebagian masyarakat dan menghapuskan sebagian yang lain.
29
 
3. Pertanggungjawaban terhadap terjadinya Kejahatan Diluar 
Kesepakatan yang Semula dalam Turut Serta Melakukan Jarimah 
Para ulama sepakat bahwa pelaku langsung itu harus dikenai hukuman 
meskipun ia melaksakan perbuatan itu bersama orang lain dengan atau menyuruh 
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orang lain, hanya saja hukuman yang dikenakan kepada setiap pelaku itu sangat 
tergantung kepada sifat perbuatannya, sifat pelakunya dan niat si pelaku. Misalnya, 
bagi seorang pelaku perbuatan itu dilakukan sebagai pembelaan terhadap diri sendiri, 
sedangkan bagi yang lain merupakan suatu kejahatan.  
Atau bagi seorang pelakunya hal itu merupakan suatu tindakan kesalahan, 
sedangkan bagi yang lain merupakan tindakan sengaja. Maka dalam kasus-kasus 
seperti ini berlaku prinsip-prinsip umum dalam fiqih jinayah. Sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya bahwa ada tiga syarat bagi terjadinya turut serta berbuat 
jarimah, yaitu : 
1) Adanyaperbuatan yang diancamdenganhukuman(jarimah). 
2) Adanya cara yang menuju kepada perbuatan tadi, seperti adanya kesepakatan 
untuk berbuat suatu jarimah atau membantu melakukan kejahatan. 




Dimana syarat-syarat faktual bagi pertanggungjawaban pelaku turut serta 
tidak bergantung kepada pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana (jarimah). 
Celaan terhadap pelaku turut serta didasarkan atas delik turut serta yang dilakukan. 
Akibat dari terpenuhinya atau tidak terpenuhinya syarat pertanggungjawaban hanya 
berpengaruh secara hukum terhadap pelaku turut serta, terlepas dari 
pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (jarimah).
31
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Untuk lebih jelasnya, contoh kasus pada terjadinya tindak pidana terhadap 
kemungkinan terjadinya kejahatan diluar kesepakatan yang semula dimana dalam hal 
ini, bahwa A menyuruh B memukul C dengan pukulan sederhana dengan alat yang 
bisa mematikan. Kemudian ternyata C mati karena pukulannya itu, maka dalam kasus 
ini apakah A bertanggungjawab atas pemukulannya saja ataukah terhadap 
pembunuhannya juga. Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi’i dan Imam Habali si 
penyuruh itu bertanggungjawab terhadap pembunuhan semi sengaja. Menurut 
Mazhab Maliki si penyuruh bertanggung jawab atas kesalahan. Mereka beralasan 





ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA (HUKUM NASIONAL) DAN HUKUM ISLAM MENGENAI  
TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA 
A. Persamaan dan Perbedaan Konsep KUHP ( hukum Nasional) dan hukum 
Islam mengenai Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana 
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Hukum Nasional) 
Suatu tindak pidana yang sudah jelas oleh Undang-Undang perbuatannya 
dilarang, bagi siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan ancaman pidana. 
Dalam melakukan suatu tindak pidana, kadang kala dilakukan oleh seorang diri atau 
lebih dalam mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana tersebut. 
Dimana tiap-tiap peserta dalam melakukan tindak pidana tersebut, biasanya 
pesertamengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan ataupun 
buah pikiran (ide) kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana.  
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana 
terdapat apabila tersangkut beberapa orang atau lebih. Penyertaan dalam melakukan 
suatu tindak pidana sudah jelas diatur dalam BAB V pasal 55 dan 56 KUHP. 
Pasal 55:   
(1) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 
1e. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan 
perbuatan itu; 
2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau 
pengaruh, kekerasan ancaman atau tipu daya atau dengan memberi 
kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk atau 
melakukan suatu perbuatan.(KUHP 163 bis, 263 s). 
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(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh 
dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan 
sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. (KUHP 51, 57-
4, 58). 
Pasal 56:  
 Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan (KUHP 
186). 
1e. barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.(KUHP 
186). 
2e. barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan itu.(KUHP 57 s, 60, 86, 236 s).
1
 
   
Penyertaan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana yang sesuai 
dengan KUHP dalam BAB V pasal 55 dan 56 bahwa suatu pernyertaan dikatakan 
apabila terdapat beberapa orang atau sekelompok orang melakukan suatu tindak 
pidana baik itu karena disuruh/ menyuruh melakukan, turut serta, membujuk ataupun 
membantu  melakukan. Dalam penyertaan/ turut serta melakukan biasanya seseorang 
melakukan tindak pidana karena memang ada niat atau hasrat untuk melakukan 
tindak pidana tersebut dengan berbagai alasan namun ada juga karena sebatas 
menolong.  Mereka yang melakukan karena adanya niat, salah satu diantara bentuk 
penyertaan dapat dikategorikan karena adanya niat untuk melakukan tindak pidana 
tersebut adalah mereka yang turut serta melakukan. Artinya adanya unsur 
kesengajaan dalam melakukan tindak pidana tersebut agar terwujud.  
Dalam melakukan tindak pidana tersebut biasanya para pelaku turut serta 
melakukan perbuatan pidana, berkerja sama secara sadar. Artinya kerjasama yang 
dilakukan secara sadar tersebut, bahwa setiap pelaku turut serta saling mengetahui 
dan menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum. 
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Sehingga tidak dipersyaratkan bahwa telah ada kesepakatan jauh sebelum perbuatan 
pidana tersebut dilakukan. Namun, kadang terjadi kesepakatan sebelum bahkan pada 
saat tindak pidana itu dilakukan, tapi tindak pidana yang dilakukan tersebut sudah 
termasuk sebagai kerjasama yang disadari. Dengan melalui kesepakatan, pemberian, 
ataupun menyalahgunakan kekuasaan dalam mewujudkan suatu tindak pidana 
tersebut tentunya akan dikenakan pertanggungjawaban.  
Adapun pertangggungjawaban pada pelaku turut serta melakukan tindak 
pidana sesuai dengan pasal 163 bis, 263 s, 51, 56, 57 (4), 58, 60, 86, 186 dan 236 
sesuai dengan bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Sehingga dalam 
hukum pidana di Indonesia mengenal dua sistem pertanggungjawaban terhadap 
pelaku turut serta melakukan perbuatan pidana. Yakni pertama, semua pelaku 
dipertanggungjawabkan secara bersama-sama atas perbuatan tanpa membedakannya 
atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Kedua, dipertanggungjawabkan secara 
berbeda sesuai dengan berat ringannya atas bentuk dan luasnya perbuatan pidana 
yang dilakukan. Sehingga dari setiap perbuata pidana yang dilakukan baik itu sengaja 
atau tidak akan selalu menimbulkan pertanggungjawaban bagi setiap pelakunya. 
2. Menurut Hukum Islam 
Suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau 
masyarakat, baik terhadap fisik, harta benda, keamanan dan lain sebagainya yang 
merupakan suatu jarimah. Penyebab  suatu  jarimah oleh seseorang, biasanya terjadi 
karena  adanya keinginan untuk menguntungkan diri sendiri walaupun hasil 
perbuatan yang telah dipilih tersebut merugikan orang lain. Dalam kaitannya dengan 
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penyertaan, biasanya orang atau sekelompok orang dalam melakukan suatu perbuatan 
jarimah, membutuhkan bantuan orang lain dalam mewujudkan suatu jarimah 
tersebut. 
Dalam hukum Islam sendiri, turut serta berbuat jarimah terbagi menjadi 
empat kemungkinan: 
1. Pelaku melakukan jarimah bersama orang lain (mengambil bagian dalam 
melaksanakan jarimah). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama; 
2. Pelaku melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah; 
3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jarimah; 
4. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan jarimah dengan berbagai cara, 
tanpa turut serta melakukannya. 
Sehingga disimpulkan bahwa penyertaan menurut hukum Islam bahwa suatu 
perbuatan yang melanggar hukum, yang mana perbuatan tersebut telah merugikan 
orang lain. Karena dalam melakukan suatu jarimah tersebut, mereka (pelaku) 
melakukannya secara sendiri ataupun bersama-sama, baik karena adanya 
kesepakatan, menghasut (menyuruh) serta memberi bantuan, secara materil ataupun 
non materil. Pelaku dalam  mengambil bagian dalam melakukan jarimah, biasanya 
dilakukan tanpa adanya kesepakatan, artinya dilakukan secara kebetulan. Sehingga 
dalam memberikan pertanggungjawaban harus melihat apakah orang atau pelaku 
tersebut dalam keadaan akalnya sehat atau terganggu. Untuk lebih memahami turut 
serta melakukan perbuatan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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dan hukum Islam, maka diuraikan persamaan dan perbedaan turut serta melakukan 





Turut serta atau penyertaan menurut KUHP 
(Hukum Nasional) dan Hukum Islam 
1. Persamaan  Dilakukan oleh lebih dari satu orang  
(pelaku) atau beberapa orang 
 Biasanya terjadi secara kebetulan ataupun 
melalui kesepakatan 
 Suatu perbuatan delik 
 Suatu ajaran pertanggungjawaban 
 Memiliki pelaku langsung dan tidak 
langsung  
 Dalam KUHP dan hukum Islam mengenal 
orang yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya  
(terganggu karena penyakit atau cacat 
kejiwaan dan pengaruh daya paksa). 
2. Perbedaan  Penyertaan dalam KUHP memiliki 5  
bentuk(mereka yang melakukan, menyuruh 
melakukan, turut serta melakukan, 
menganjurkan dan membantu melakukan) 
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sedangkan dalam hukum Islam ada 2 
bentuk (turut berbuat jarimah langsung dan 
turut berbuat jarimah tidak langsung). 
 Pertangungjawaban terhadap pelaku turut 
serta  menurut KUHP mengenal 2 sistem 
pembebanan pertanggungjawaban pidana 
yakni, pertanggungjawaban secara 
bersama-sama tanpa melihat besar atau 
kecilnya peran para pelaku dalam 
melakukan perbuatan pidana, kedua 
pertanggungjawaban masing-masing 
peserta atas perbuatan pidana yang 
dilakukan. Sedangkan dalam  hukum Islam 
dikenakan hukuman ta’zir. 
Tabel persamaan dan perbedaan turut serta melakukan perbuatan pidana 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam. 
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan 
Perbuatan Pidana 
Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, 
senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring jaman 
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perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual sosial 
maupun politik bernegara. 
Di mana negara Indonesia adalah negara hukum, dalam arti Indonesia sebagai 
negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan. Tidak ada 
seorangpun yang bisa bebas dari hukuman ketika seseorang tersebut terbukti bersalah, 
dan sebaliknya, tidak ada seorangpun yang dihukum ketika perbuatan yang dilakukan 
tidak memenuhi salah satu unsur untuk disebut sebagai tindak pidana. 
Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum merupakan salah satu 
persoalan serius bagi bangsa Indonesia.Penegakkan hukum sebagai usaha semua 
kekuatan bangsa, menjadi kewajiban koletif semua komponen bangsa (dan ini 
sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-
golongan tertentu saja).Sebagai negara hukum, Indonesia menganut beberapa asas, 
seperti halnya dalam Hukum Pidana, “Dasar adanya tindak pidana adalah asas 
legalitas dan dasar dapat dipidanya pelaku tindak pidana adalah asas kesalahan”. 
Dalam hal ini, tidak mungkin dikatakan suatu tindak pidana ketika perbuatan 
yang dilakukan walaupun dipandang buruk tetapi tidak memiliki aturan bahwa 
perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang melawan hukum tetap 
dikatakan bahwa itu hanyalah perbuatan buruk, bukan tindak pidana. Sedangkan 
seseorang hanya bisa dipidana ketika melakukan sebuah kesalahan atau melakukan 
perbuatan melawan hukum.Seperti halnya dengan seorang atau sekelompok orang 
yang turut serta dalam melakukan perbuatan pidana.Turut serta atau penyertaan 
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dalam hal ini  yang dimaksud adalah menurut KUHP (hukum Nasional) dan hukum 
Islam. 
1. Menurut KUHP (Hukum Nasional) 
Dalam hukum pidana Indonesia pertanggungjawaban (pidana) menjurus 
kepada pemidanaan petindak, dimana jika telah melakukan suatu tindak pidana dan 
memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam UU.Sebagaimana diketahui, 
bahwa terjadinya suatu tindakan yang terlarang yang kemudian diharuskan seseorang 
atau petindak tersebut untuk dipertanggungjawabkan dan dipidanakan atas tindakan-
tindakan tersebut yang apabila bersifat melawan hukum. Artinya bahwa orang yang 
sudah jelas telah melanggar hukum akan dikenakan pertanggungjawaban atas 
perbuatannya tersebut.  
Dimana tindakan yang dimaksud bahwa yang harus berupa tindakan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana.Seperti kita ketahui bahwa pertanggungjawaban 
pidana dalam KUHP secara umum telah tersimpulkan dan ditentukan dalam BAB III 
buku ke-I dan secara tersebar dalam pasal Undang-Undang.
2
Seorang petindak yang 
telah melakukan suatu tindakan (yang dapat dipidana)  dalam kaitannya dengan 
seorang atau sekelompok orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana. 
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa turut serta merupakan  seorang atau lebih yang 
melakukan tindak pidana atau dengan kata lain mengambil bagian untuk mewujudkan 
suatu tindak pidana. 
                                                          
2
Kanter, Asas-asas…, h. 253. 
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Dari uraian tentang penyertaan diatas, bahwa KUHP Indonesia tidak 
menjelaskan secara terperinci dalam memberikan penetapan hukuman apa atau 
pertangungjawaban terhadap pelaku turut serta melakukan perbuatan pidana.Akan 
tetapi, KUHP Indonesia dalam memberikan pertanggungjawaban mengenal 2 sistem 
pembebanan pertanggungjawaban, pertama semua pelakudipertanggungjawabkan 
secara bersama-sama tanpa dibedakan atas perbuatan pidana yang dilakukan maupun 
apa yang ada dalam sikap bathinnya. Yang kedua, dipertanggungjawabkan secara 
berbeda sesuai dengan berat ringannya atas bentuk  dan luasnya wujud perbuatan 
masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.  
Dalam masalah penyertaan ini, seseorang peserta dapat dihukum atas 
perbuatannya, walaupun perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari 
perumusan tindak pidana atau peserta tersebut hanya memberikan sumbangan 
maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk 
melaksanakan tindak pidananya.Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa pembagian 
bentuk penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia ialah : 
(1) Pembuat/ dader (Pasal 55) yang terdiri dari: (a) pelaku/ pleger; (b) yang 
menyuruh melakukan/ doenpleger; (c) yang turut serta melakukan/ 
medepleger; (d) penganjur/ uitlokker. 
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(2) Pembantu/ medeplichtinge yang diatur dalam pasal 56 yang terdiri dari: (a) 




Dari penjelasan mengenai pembagian bentuk penyertaan dalam melakukan 
perbuatan pidana tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang terlibat 
dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari 
mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, berbeda perbuatan antara 
masing-masing peserta yang terlibat seperti yang disebutkan dalam bentuk penyertaan 
diatas, sudah barang tentu hukuman dari peranan atau andil yang timbul dari setiap 
atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bahwa dalam BAB V pasal 55 ayat  
1)  Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 
1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan 
perbuatan itu; 
2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau 
pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi 
kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk 
melakukan suatu perbuatan.(K.U.H.P. 163 bis, 263 s). 
2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh 
dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja 




Maka sesuai dengan pasal tersebut diatas, bahwa setiap dari bentuk penyertaan 
dalam melakukan perbuatan pidana ada yang dapat dipertanggungjawabkan dan ada 
pula yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, akan diuraikan 
                                                          
3
Abdul Salam Siku, Hukum II…, h. 48. 
4
Soesilo, KUHP…, h. 72. 
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pertanggungjawaban dari setiap bentuk penyertaan dalam melakukan perbuatan 
pidana sebagai berikut: 
a. Orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan 
yang memenuhi rumusan delik.  
Dari defenisi pleger tersebut, maka pelaku pleger dapat dihukum atau 
bertanggung jawab atas perbuatannya yang memenuhi rumusan delik.Dimana 
rumusan delik yaitu orang yang bertanggung jawab, orang yang mempunyai 
kekuasaan atau kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang tetapi 
membiarkan keadaan terlarang itu berlangsung, dan orang yang berkewajiban 
mengakhiri keadaan terlarang.Untuk jenis hukuman bagi pleger tidak diterangkan 
secara jelas dalam KUHP. 
Namun orang yang melakukan (pleger) dalam turut serta melakukan suatu 
perbuatan pidana, jenis atau berat hukuman yang diberikan sesuai dengan kejahatan 
atau tindak pidana apa yang pelaku pleger lakukan. Misalnya telah melakukan 
pembunuhan, yang mana pertanggungjawaban dari perbuatan pidana pembunuhan 
tersebut, sesuai dengan pasal 338 KUHP bahwa “ Barang siapa yang dengan sengaja 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun”.5 Sehingga diketahui, bahwa pertanggungjawaban 
pelaku pembunuhan dihukum dengan lima belas tahun penjara. Oleh karena itu, 
kedudukan pleger dalam pasal 55 adalah orang-orang sebagai pembuat. Sehingga 
                                                          
5
Soesilo, KUHP…, h. 240. 
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dikatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab  adalah yang berkedudukan 
sebagai pembuat. 
b. Orang yang menyuruh melakukan (Doenpleger) adalah orang yang melakukan 
perbuatan dengan perantaraan orang lain, dan orang yang menjadi perantara 
disebut sebagai alat.  
Dalam doenpleger terdapat dua pihak yakni pelaku langsung atau yang 
disuruh dan pelaku tidak langsung atau yang menyuruh. Pelaku langsung atau disebut 
hanya sebagai alat dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana, tidak dapat 
dihukum karena ia tidak bertanggung jawab menurut hukum pidana dalam pasal 44.
6
 
Maksud pada Pasal 44 bahwa orang/ pelaku tidak dapat bertanggung jawab atas 
perbuatannya jika terganggu jiwanya, di mana dalam hal ini bahwa orang yang 
digunakan/ disuruh hanya sebagai alat. Berbeda dengan pelaku tidak langsung atau 
pelaku utama, ia tetap bertanggung jawab penuh atas tindak pidana yang 
dilakukannya. 
Karena perbuatan pelaku langsung atau orang yang disuruh melakukan 
peristiwa pidana, ada satu atau beberapa alasan yang menghilangkan kesalahan yakni 
kurang sempurna akalnya, diancam, tidak bersalah sama sekali, belum dewasa dan 
menjalankan “perintah jabatan yang diberikan oleh pimpinan yang tidak berhak” 
karena memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak 
dengan sah dan wajib menjalankan perintah itu. 
7
 
                                                          
6
Soesilo, KUHP…, h. 60. 
7
Mustofa Hasan, Hukum …, h. 220. 
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c. Turut serta (Medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau 
turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut Undang-Undang. 
Pada medepleger dapat dipertanggungjawabkan atau dikenai hukuman karena 
mereka memenuhi semua rumusan delik, baik salah satu memenuhi semua rumusan 
delik maupun masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Disamping 
itu, harus memenuhi syarat dalam turut serta yakni adanya kerja sama secara sadar 
(adanya pengertian antara peserta atas perbuatan yang dilakukan untuk bekerja sama) 
dan adanya kerja sama secara fisik (kerja sama yang erat dan langsung atas perbuatan 
yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan). Di mana dalam 
turut serta melakukan perbuatan pidana, biasanya terjadi kesepakatan baik sebelum 
ataupun saat tindak pidana itu berlangsung. Sehingga dalam memberikan 
pertanggungjawaban terhadap pelakunya, sama-sama diberikan hukuman tanpa 
dibedakan karena adanya unsur sengaja atau melakukan perbuatan pidana tersebut 
secara sadar yang akibatnya telah disadari dari masing-masing pelaku turut serta 
melakukan. 
d. Penganjur /pembujuk (Uitlokker) adalah orang yang menggerakkan orang lain 
untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana yang ditentukan 
oleh Undang-Undang  
Penganjur/ pembujuk dalam melakukan tindak pidana dapat dibebani 
pertanggungjawaban atau hukuman, apabila membujuk dengan  menggunakan sarana 
yang secara tegas telah ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam 
BAB V pasal 55 ayat 1 sub 2e, yakni; 
2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau 
pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi 
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kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk 




Disamping itu, adanya unsur kehendak untuk melakukan perbuatan pidana 
tersebut (sengaja) oleh yang dibujuk, telah melaksanakan sebagian atau mencoba 
melaksanakan perbuatan pidana tersebut. Sehingga pembujuk dan yang dibujuk 
bertanggung jawab penuh menurut hukum pidana. 
e. Pembantuan (Medeplichtige) adalah orang yang dalam melakukan suatu tindak 
pidana, tidak dapat melakukannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang untuk 
terlaksananya tindak pidana, yang mana sifat perbuatannya bersifat accessoir. 
Dimana dalam pembantuan pertanggungjawabannya mandiri, yaitu antara 
pembantu dan pelaku tidak saling bergantung. Bahwa membantu melakukan 
kejahatan diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
“Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum; 
1) Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan: 
2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan 
untuk melakukan kejahatan itu.”9 
Namun untuk memahami pasal 56 KUHP, maka perlu diperhatikan lebih 
dahulu rumusan pada pasal 57 ayat (4) KUHP yang berbunyi; 
“Untuk menentukan hukuman bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan 
yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta 
akibatnya.” 
                                                          
8
Soesilo, KUHP…, h. 72. 
9
Rahman Syamsuddin, Mengenal…, h. 226. 
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Adapun maksud dari rumusan “Dengan sengaja memudahkan” bahwa 
perbuatan pembantu yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan 
tersebut.  Oleh karena itu, dengan tegas pertanggungjawaban dari membantu telah 
diatur dalam Pasal 57 KUHP yang berbunyi; 
1. Maksimun hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi 
sepertiga bagi pembantu. 
2. Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara 
seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman perjara selama-lamanya lima belas 
tahun. 
3. Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu, 
sama saja. 
4. Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan 




2. Menurut Hukum Islam 
Dalam hukum Islam pertanggungjawaban dikenal dengan pembebanan 
seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya 
dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari 
perbuatannya itu.Mengenai turut serta dalam melakukan perbuatan jarimah, dalam 
hukum Islam mengenal dua bentuk penyertaan dengan pertanggungjawaban dari 
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Soesilo, KUHP…, h. 76. 
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masing-masing bentuk penyertaan tersebut. Dimana bentuk penyertaan atau turut 
berbuat jarimah dalam hukum Islam sebagai berikut: 
a. Turut berbuat jarimah langsung (Isytirak mubasyir), yang dalam pelaksanaannya 
terbagi lagi menjadi dua bentuk, yakni; pelaku jarimah berbuat secara kebetulan 
(tawafuq) dan adanya kesepakatan para pelaku untuk melakukan kejahatan 
tersebut (tamalu). 
Oleh karena itu, dalam hal pertanggungjawaban pada jarimah turut serta 
secara tawafuq, pelaku bertanggung jawab tanpa dibebani hasil perbuatan yang  
dilakukan oleh orang lain. Seperti dikatakan dalam Q.S. al-An’am/ 6: 164 
                          
                              
         
Terjamahnya: 
"Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan 
bagi segala sesuatu.dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan 
kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa 
tidak akan memikul dosa orang lain kemudian kepada Tuhanmulah kamu 





Yang berarti bahwa orang yang melakukan suatu jarimah tersebut, maka 
pertanggunngjawaban hukumannya akan kembali pada dirinya sendiri/ pembuat 
jarimah. 
                                                          
11
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an…,h. 150. 
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Berbeda dengan turut serta secara tamalu, semua pelaku turut serta dalam 
berbuat jarimah, bertanggung jawab atas apa yang terjadi, sehingga menetapkan 
hukumannya itu dipandang adil. Seperti firman Allah swt., dalam Q.S. an-Nisa/ 4: 58 
                            
                              
 
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”12 
 
Maksud dari ayat tersebut bahwa pelaku jarimah secara tamalu, dalam hal 
bahwa hukuman atas apa yang telah mereka lakukan harus dikenakan secara adil 
tanpa kecuali. Disamping itu, sebagaimana diketahui bahwa pelaku jarimah berbuat 
secara kesepakatan (tamalu), sudah barang tentu ia melakukan dengan sengaja. 
Contoh dalam kasus pembunuhan dengan sengaja, yang hukumannya di akhirat 
kelak, yang akan diberikan gajarannya sehingga secara jelas telah  ditegaskan dalam 
Q.S an-Nisa/ 4: 93 
                            
               
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“Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka 
balasannya ialah Jahannam, kekal  ia di dalamnya dan Allah murka 
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”13 
 
Dari ayat tersebut diatas, bahwa adapun dalam hukum Islam sendiri berlaku 
hukum qisas bagi pelaku pembunuhan apa lagi dilakukan dengan sengaja, 
sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 178 
                            
                              
                           
            
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang 
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) 
membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). 
yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa 
yang sangat pedih.”14 
 
Adapun hadist yang membahas mengenai qishaash seperti yang dijelaskan oleh 
hadist riwayat Ibnumajah yakni; 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an…, h. 93. 
14
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an…, h. 27 
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 ُّيِعاَزْوَْلْا اَن َث َّدَح ُدِيلَوْلا اَن َث َّدَح ُّيِقْشَم ِّدلا َميِهاَر ْبِإ ُنْب ِنَْحَّْرلا ُدْبَع اَن َث َّدَح
 ِهَّللا ُلوُسَر َلاَقَلاَق َةَر ْيَرُه بَِأ ْنَع َةَمَلَس بَِأ ْنَع ٍيرِثَك بَِأ ُنْب َيََْيَ ِنَِث َّدَح
 ا َّمِإَو َلُتْق َي ْنَأ ا َّمِإ ِنْيَرَظَّنلا ِْيرَِبِ َوُه َف ٌليَِتق ُهَل َلُِتق ْنَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص
ىَدْف ُي ْنَأ 
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasyqi, 
telah menceritakan kepada kami Al Walid, telah menceritakan kepada kami 
Al 'Auza'i, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abu Katsir dari Abu 
Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah bersabda: "Barangsiapa 
memiliki saudara yang dibunuh, maka hendaklah memilih yang terbaik di 




 Dari hadist tersebut, jelas bahwa dalam hukum Islam diperintahkan untuk 
membunuh orang yang telah membunuh saudara atau orang lain. Namun, dapat 
diketahui bahwa Islam sebagai agama yang tidak memberatkan, maka memberi 
keringanan bagi para pelaku  pembunuhan yakni, dengan mengganti diyatatau denda 
kepada keluarga korban. Sehingga hukuman qisas tidak dijatuhkan lagi kepada 
pelakunya dengan alasan bahwa adanya persetujuan atau pemberian maaf dari 
keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan. 
2. Turut berbuat Jarimah tidak langsung (Isytirak Ghairu Mubasyir), setiap 
orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu 
jarimah, menyuruh orang serta pembantuan. 
                                                          
 15Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî, Kitab Ibnu Majah, (Lidwa 





Sebagaimana dalam hukum Islam menetapkan mengenai pertanggungjawaban 
terhadap hukuman bagi pelaku turut serta berbuat jarimah tidak langsung yakni 
pidana ta’zir.Adapun jarimah yang ditentukan syara’ hanya jarimah hudud dan qisas 
diyat. Sebab, dalam turut serta melakukan jarimah tidak langsung, tidak ditentukan 
oleh syara’(baik bentuk maupun macam hukumnya). Oleh karena itu, sanksi pelaku 
turut serta dalam melakukan jarimah secara tidak langsung hukumannya adalah 
ta’zir.Ta’zir secara etimologi berarti menolak atau mencegah, yang bertujuan untuk 
mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan menimbulkan 
efek jerah pada pelaku.
16
 
Bahwa orang atau pelaku yang turut serta dalam melakukan jarimah menurut 
hukum Islam, tetap dikenakan pertanggungjawaban dengan hukuman atas apa yang 
telah diperbuat. Dimana hukuman para pelaku dalam melakukan suatu jarimah ada 
yang bertanggung jawab tanpa dibebani hasil perbuatan yang  dilakukan oleh orang 
lain kemudian ada yangsemua pelaku turut serta dalam berbuat jarimah, bertanggung 
jawab atas apa yang terjadi. Sehingga dalam hukum Islam dikenal dengan pidana 
ta’zir bagi mereka pelaku turut serta dalam melakukan suatu jarimah. 
Setelah dianalisa secara mendalam, ditemukan bahwa baik hukum Nasional 
(KUHP) yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam, memberikan kedudukan 
pertanggungjawaban yang berbeda-beda terhadap pelaku turut serta dalam melakukan 
suatu jarimah. Bahwa tidak setiap kegiatan atau perbuatan pidana dari tiap-tiap orang 
atau pelaku, menimbulkan pertanggungjawaban yang sama bagi orang-orang tersebut. 
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Mustofa Hasan, Hukum …, h. 593. 
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Dimana pertanggungjawaban dengan hukuman tersebut berbeda, sejauh mana 
perbuatan para pelaku turut serta dalam melakukan suatujarimah tersebut.Apakah 
atas dasar kemauan sendiri (sengaja) atau atas dasar paksaan. Yang sudah pasti akan 
berbeda pertanggungjawaban masing-masing pelaku.  
Seperti halnya dalam hukum Islam, maka akan dikenakan hukaman ta’zir. 
Sebagaimana di ketahui bahwa hukuman ta’zir, hukuman yang sifatnya mendidik 
yang mana pelakunya tidak dikenai had. Sebelumnya telah dibahas bahwa ta’zir yang 
ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau dalam hal ini biasanya disebut 
hakim untuk memberikan pelajaran bagi pelakunya. Di mana dalam memberikan 
hukuman tersebut berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, 
pukulan, teguran dengan kata-kata dan jenis hukuman lainnya akan diberikan kepada 







Setelah diuraikan masalah yang terdapat dalam penulisan ini, maka diperoleh 
beberapa kesimpulan, antara lain: 
1. Turut serta melakukan perbuatan pidana menurut KUHP (hokum Nasional) 
Terlibatnya seseorang atau lebih pada saat orang lain melakukan perbuatan 
pidana. Atau suatu perbuatan delik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.Adapun 
bentuk turut serta melakukan perbuatan pidana menurut KUHP ada 5, yakni; mereka 
yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan dan 
membantu melakukan.Sehingga pertanggungjawaban terhadap pelaku turut serta 
melakukan perbuatan pidana menurut hokum pidana Indonesia terdapat dua system 
pertanggungjawaban. Yang pertama, dipertanggungjawabkan secara sama dengan 
orang  yang  sendirian melakukan perbuatan pidana tanpa dibedakan atas perbuatan 
yang dilakukan. Kedua, dipertanggungjawabkan secara berbeda, yang berat ringannya 
sesuai dengan bentuk dan luas wujud perbuatan yang dilakukan. 
2. Turut serta melakukan perbuatan pidana (jarimah )menurut hukum Islam  
Dalam hukum Islam mereka yang melakukan suatu perbuatan jarimah secara 
bersama-sama baik melalui kesepakatan/ kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain 
atau member bantuan disebut dengan turut serta berbuat jarimah. Di mana hukum 
Islam mengenal 2 bentuk turut sertamelakukan jarimah, yakni; turut berbuat jarimah 
langsung (isytirakmubasyir) dan turut berbuat jarimah tidak langsung 
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(isytirakghairumubasyir). Sedangkan pembebanan pertanggungjawaban terhadap 
pelaku turut serta melakukan jarimah dalam hukum Islam dikenakan hukuman ta’zir. 
3. Analisis perbandingan KitabUndang-Undang Hukum Pidana dan hukum 
Islam mengenai Turut serta melakukan perbuatan pidana 
Suatu perbuatan delik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam 
KUHP terdapat 5 bentuk turut serta dalam melakukan perbuatan pidana sedangkan 
dalam hukum Islam sendiri, terdapat 2 bentuk turut serta dalam melakukan perbuatan 
jarimah. Adapun system pembebanan pertanggungjawaban terhadap pelaku 
turutserta, yakni: 
a. Menurut KUHP :pertama, dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang 
yang sendirian melakukan perbuatan pidana tanpa dibedakan atas perbuatan 
yang dilakukan. Kedua, dipertanggungjawabkan secara berbeda, yang 
beratringannya sesuai dengan bentuk dan luas wujud perbuatan yang 
dilakukan. 
b. Menurut hokum Islam : pelaku turut serta melakukan jarimah dalam hukum 
Islam dikenakan hukuman ta’zir.Ta’zir merupakan hukuman yang tidak 
ditentukan oleh al Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang 
melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk member pelajaran 






Suatu perbuatan  yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu 
orang untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, merupakan suatu perbuatan yang 
melanggar hukum, baik itu dalam hokum Nasional maupun hukum Islam. Turut serta 
dalam melakukan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang, jelas merupakan perbuatan yang dilarang..Walaupun dalam 
melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. 
Oleh karena itu, sangat diharapkan agar setiap warga masyarakat untuk menghindari 
setiap perbuatan yang melanggar hukum. 
Karena turut serta dalam melakukan perbuatan pidana, dengan alasan apapun 
baik untuk menguntungkan diri akan tetap dipertanggungjawabkan atas perbuatannya 
tersebut. Disisi lain, sangat diharapkan bagi para aparat hokum dalam memberikan 
atau menjatuhkan hukuman terhadap para pelanggar hukum agar kiranya bisa lebih 
tegas dan adil, agar menimbulkan efek jerah bagi pelakunya. Tidak seperti pepatah, 
bahwa tajam kebawah tumpul keatas. Dimana hal ini merupakan salah satu bentuk 
upaya untuk menegakkan hokum dengan adil,tanpa melihat kalangan kelas atas atau 
kalangan bawah (status sosial) bagi siapapun. Sehingga kerjasama antara masyarakat 
dan para aparatur hokum dapat terlaksana dengan baik, maka peran aktif antara 
keduanya sangat penting agar tercapai cita-cita dan keinginan bersama yakni 
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